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Bab1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adr merupakan sumber utama kchidupan. Adir
digunakan dalam bermacam aspek kebutuhan mulai
dari minum, mandi, mencuci hingga mengairi sawah,
Dalam  mengairi  sawah  tentunya  terdapat
infrastruktur bangunan air berupa saluran irigasi
Saluran irigas merupakan saluran vang dibuat untuk
mengairi area persawahan. Dengan adanva saluran
irigasi akan memudabkan pelani untuk mengairi
sawdh mereka sehingga mendapatkan hasil panen
yvang maksimal dan  berkuvalitas. Saluran-zaluran
irigasi ini akan membentuk suatu sislem  vang

dinamakan jaringan irigasi. Jaringan irigasi lerdiri
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cdari  bangunan  utama, jaringan  pembawa,
kelengkapan pendukung, saluran pombuang  dan
pekak tersier. T Kabupaten Jember terdapat 234 desa
vang dilalui oleh saluran irigasi, diantaranya adalah
Dresa Puger Kulon dan Desa Puger Welan.

Scmentara itu pada twhun 2017, pemerintah
Kabupaten Jember telah memberikan konsesi lahan
seluas 42 hektar di kawasan Gunung Sadeng Desa
Grenden kepada Hongshi Holding Group. Hongshi
Holding  Group  kemudian  bekerjasama dengan
perusahaan semen lokal dan mendirikan perusahaan
semen baru yvang bernama I'T Imasco Asiaticc. Di
lahan yang lelah menjadi konsesi perusahaan seimen,
mengalic saluran irigasi yang hulunya bersumber dari
Suneail Bedadung, ﬂr—ﬂm‘.@irigaﬁi ini mengairi lahan
pertanian vang berada i desa I'uger Wetan dan
Puger Kulon.

Fabrik mulai beroperasi pada tahun 2018 dan
membutuhkan lahan untuk pengembangan. Lahan
yang dibuluhkan  adalah  saluran irigasi vang
memang mengalir di dalam kawasan pabrik, Pabrik
kemudian menutup saluran irigasi dan mendirikan
bangunan di atasnya. Sebagai santi saluran irigasi

yang lelah ditutup, pabrik membangun saluran
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irigasi baru dan membelokkan arah aliran air sejauh
400 meter. Air vang mengalir dari saluran irigasi baru
ini pada musim kemarau tidak lancar, dan membawa
dampak kekeringan pada 300 hektar lahan  milik
pelani. Schagian besar berada di desa Puger Kulon
dan sebagian kecil di desa Pwr Wetan., Tindakan
perusahaan semen  menyalahi Peraturan Pemerintah
Mo, 20 Tahun 2006. Tata kelola irigasi menjadi
kewenangan pemerintah. Oleh karena itu bagaimana
pemerintah menyelesaikan konflik antara petani dan

perusahaan semen FT Tmasco Asiatic.
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Bab 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Penyusunan Agenda Kebijakan Publik

Aktor  memiliki geran penting  dalam
penyusunan kebijakan,  Anderson (1979), Lindblom
(1980), Kingdoen (2013), maupun Lester é{l Juseph
Stewart, Jr (2000) telah membagi aktor dalam dua
kelompok, vakni aktor resmi (inside of government)
dan aktor tdal resmi (onfside of governmeni). Aklor
resmi adalah  agen-agen  pemerintah - (birokrasi),
presiden  (eksekutif), legislatif, dan  vuodikabf.
Sedangkan aktor vang tidak resmi meliputi kelompok-
kelompol kepenlingan (interes group), partai }ﬁilik
dan warga negara sebagai individu, Namun Moore

(dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:24), mengelompokan
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aklor dalam liza domain ulama yaitu aktor publik,
élnr prival dan aktor masyarakat (ciml seciety)”.
Sevara lebih makro Asdersore (1954) mengelompokkan
aktor kebijakan meliputi aktor internal birckrasi dan
aklor Eﬁﬂl‘l‘lﬂl. Selain ilu ditambah dengan  aklor
Luinnva yanyg terdird dart individu maupun kelompols
YA turut  serta dalam setiap Fl:—!r'hiru'.-lrlj;:-nl tlan
perdebatan tentang kebijakan publik.  Keberadaan
aklor di luar pemerintahan penting dalam sebuah
kebijakan  karena  mereka  berperan dalamn
mengekspresikan  tuntutan  kebijakan, mengajukan
alternatif kebijakan, menyediakan riset, memaobilisasi
masvarakal mclalui  keberadaan  alktivis  unlul
mengajukan  formualasi kebijakan }'Hl@ ra=ionAl
(Chikoware, 2018 : 2). Tara aktor ini =aling herinteralsi
dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahap
pembuatan kebijalkan  publik. Merekalah  pada
dasarnya  vang menentukan  pola  dan distribuosi
kebijakan vang akan di lakukan oleh birokrasi vang di
calam proses intcraksi dan interrelasinya cenderung,
bersifat  kenflikiif. Meskipun dn:-mil-:ian,m:m:nurul
Andersom, interaksi antar aktor berlang=ung; dalam tigga
bentuk yaitu negosiasi (negatitation), saling memberi

dan menerima  {fake and  gre) dan kompromd
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(compromise).  Bargaining  adalaly, isljlalm untuk
menggambarkan  siluasi vang melibatlkan dua atau
lebih akbor akn kelompok aktor vang masing-masing
memiliki kewenangan dan posisi tertentu dalam
proses  ponyusunan  kebijakan, Sclama  bargaining
berlangsung  terjudi negosiasi antar aktor,  Pada
akhirnva proses  ini diakhiri oleh  sikap saling
men}'ewikan dan zaling berkompromi diantara para
alklor. Charles Q. Jones dalam bukunya yang berjudul
"An Intreduction fo fhe Study of Pulblic Policy" (Third
Fditini) mengemukakan bahwa para  pengambil
kebijakan dihadapkan pada kondisi sulit dalam fase
penyvusunan  agenda  dikarenakan  kompleksilas
masdlah yang  ditangani (Jones, 1984: 76). Sedangkan
Haoppe menyatakan, agenda adalah sebuah istilah
tentang pola-pola tindakan pemerintahan vang
spesifik  sifatmya,  terutama  dalom  ahapan  awal
perkembanzan suatu kebijakan, Ayenda bisa diartikan
sebagai analisis tentang bagaimana suatu problem
cdikembangkan, didefinisiken, dan diformulasiken
cara-cara untuk pcmn:-::almnnyﬁ (Hoppe, 1969; dan
Jomie=, 19834). Keyratan merubah masalah publik (pebize
preblemis)  menjadi masalah  kebijjakan (palicy

problenis) disebul scbagai proses penyusunan agenda
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(imgende seffing). Olel karena ilu, agenda kebijakan
akan memuat masalah kebijakan vang perlu direspons
oleh sistem politik yang bersumber darn lingkongan.
Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan
kebfjakan publilk (public pelicy  formulelion) adalal
kegiatan penyusunan agenda (peends seftine), Proses ind
ﬂ-'nurur Anderson terdiri atas beberapa tahape
masalah pribadi {pr.'f'"umeam"ﬂbiems}, masalah publik
(pubfic problems) dan isu (fssues), syslemic agends dan
insfifuiional] wrendy yang diuratkan sebagai berikut:

a.  Prinate probienis, masalah masyarakat, diartikan
sebagai sualtu masalah pribadi atau tidak
berdampak luas  bagl masyarakal, masalah
priladi sendiri didefi- nisikan sebagal soato
masalah yang mempunvai akibat yang terbatas
atau hanya menvangkut satu atau scjumlal kecil
prang yang terlibat secara langsung.

h. Public prollems, ketika maszalah yang ada di
masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai
prival  problemis terus  bergulir dan melibatkan
banyak vrang, maka tahap selanjutnva privet
problenis tersebut berubah menjadi public prablems.

Fublic problems diartikan sebagai suatu masalah

".-‘|||'|':'_r.|l" "l-"l-l'l1'|:'.i:|r:l.ill "".'I:'_I"I':LI H.-I'|1Ij.||i.|l1 IFoareranla B Dol ko | _._"'
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varng mempunyai akibal vang luas, lermasuk
akibal-akibal yang mengenal orang-orang yang
terlibat secara tidak lang=nung.

Issues, ketika masalah yvang ada dimasyarakat
menjadi pubiic probicats, maka selanjulnya masulk
pada  tahap  tssues,  ssues diartikan sebagal
problema publik vang saling bertentangan satu
sama lain, artinva sudah terdapat suatu konflik.
Issues dapal pula diartikan scbagai perbedamn-
perbedaan pendapat vang ada dimasyarakat
tentang persepsi dan solusi  terhadap  =natu
masalah publik,

Systemic agenda, didefinisikan sebagai scmua isu
vang pada umumnya  dirasakan oleh parg
ancenta  masyarakat  politik vang  patut
mendapat perhatian publik dan isu tersebut
memang berada dalam yurisdiksi kewenangan
pemerintah.

Institutiona!  agends.  didefinisikan  sebagai
scranglkaian  masalah  yang 3 lcgas
membutuhkan pertimbangan-
pertimbangan yang aktif dan serius dan

pembuatkeputusan yang sah/ otoritas.
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Selain ilu  Anderson (1979), menambahkan
ada beberapa  faktor lain lagi vang lurut
menyebabkan permasalahan kebijjakan masok ke
agenda pemerintah, vaitu: (1) Bila terdapat
ancaman lerhadap kescimbangan anlar kelompok
maka  kelompok-kelompok tersebut akan
mengradakan reaks<i  dan menuntuot tindakan
pemerintah untuk mengambil prakarsa untuk
mengatasi - ketidakseimbangan  tersebul; (2
Kepemimpinan politiik dapat pula menjadi suatu
faktor vang penting dalam penvusunan agenda
pemerintah. Tara pemimpin politik, apakah
karena didorong atas pertimbangan keuntungan
politik atau ketertiban untuk mem- perhatikan
kepentinman umum, ataun kedua-duanva, selalu
memperhatikan problema umum,
menycharluaskan dan mengusulkan usaha-usaha
pemecahannya; (3] Timbulnya  krisis atau
peristiwa vang luar biasa dapat pula
menychabkan mﬂﬁalﬁ terscbut masuk ke dalam
agenda pemerintah. Seliap perisiiwa atan krisis
WATIES -IT'FHH.!']T' HI".IHII] [r'IH[n'I:IHrlTIH-I"I 'I.'H".ﬂ"'lﬂ['idr'l WATTE
Iuas dari masyarakat, termasuk pembuat

kepulusan alau memperhatikan sccara scksama
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terhadap pristiwa atau krisis tersebul; (1) Adanva
gerakan-gerakan  proles  lermasuk  lindakan
kekerasan adalah juga merupakan salah sato
sebab vang  membuat para pembuat
kebijaksanaan, untuk kemudian
wum&ukk.annya kedalamm agenda pemerintah;
(5] Masalah-masalah khusus atan isu-iso politis
vang timbuul di ma- syarakat yang kemudian
menarik perhatian masvarakal dan para pembual
kebijaksanaan,

Pendapat Andersen ini diperkuat oleh pendapat
Dunn (2004} vang men}'al-ak@ bahwa  proses
kebijakan publik diawali oleh: (1) penelapan agenda
kebijakan  (wrends setiing),  dengan menentukan
masalah  publik apa wang akan dizelesaikan;
dilanjutkan oleh I:E}gmses tormulasi  kebijakan,
dengan mencntukan kemungkinan kebijokan yeang
akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui
proses forecasting (konsekuensi dari masing-masing
kemungkinan kebijakan diln:-nLLEn}; (3) dileruskan
olch proses adopsi kebijakon, menentukan pilihan
kebijakan  melalui dukungan para eksekotif dan
legislatif, vang sebelumnya dilakukan proszes usulan

atau rekomendasi kebijakan; sclerusnya adalal (4)
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proses implenﬁlaﬂ kebijakan, adalah lahap
pelaksanaan dari kebijakan vang lelah diadopsi dan
dilaksanmakan oleh organisasi atao unit administratif
tertentul dengan memobilisasi dana dan sumbeﬁ}'a
untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada
tahap ini, proses puumﬁluun (menitoring) kebijakan
dilakukan; dan femkhir (3) evaluasi kebijakan, adalah
tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan
yang  lelah  diimplementasikan.  Studi proscs
pembuatan kebijakan dilakukan pula cleh Shafrite
dan  Russel  (197)  wvang menjelaskan  prozes
pembuatan kebijakan adalah sebagai suatu siklus
yvang dimulai  dari (1) agends setiing dimana masalah-
masalah  publik  diindentifikasi - menjadi - masalah
kebijakan, (2) memutuskan untuk melakukan atan
tidak melakuokan kebijakan, (3) melaksanakan
kebijakan (implementasi), (4) cvaluasilkebijakan (bail
berupa program atau keyriatan) beserta dampaknya,
dan (5) melakukan umpan balik, yvakni memutuskan
apakah kcbijakan terschul akan ditcruskan, direvisi
atau  dihentikan.  Ilmuwan lain  yang lurut
mengembanigkan studi agenda kebijakan  adalah
Birkland (2016 : 123) vang menjelaskan pentingnya

memahami  proscs penclapan agenda kebijakan
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publik. Penelapan agenda adalal sebuah proses yang
memungkinkan  masalah mendapatkan  atau
kehilangan perhatian poublik dan elit, atan kegiatan
berbagai aktor dan kelompok vang menyebabkan
suatu masalah mendapalkan perhatian lebil besar
atiu mencegah permasalahan tertentu mendapatkan
perhatian, Sedangzkan Kingrdon (2013 3
mendefinisikan penetapan agenda dﬁam konteks
pemerintahon sebagai dattar subvek alau masalah
yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah,
dan orang-orang di luar pemerintahan yang terkait
dengan para pejabat itu, namun mereka memberikan
perhatian serius pada waliua tertentu.

Penetapan  suatu agenda  kebijakan  memiliki
empat elemen (Zahariadis, 20016:7-9) yaitu (1) Power
(kekuasaan) adalah elemen ﬁama vang hanya
dimiliki  pemcrintah.  Power darl  individu  alaw
kelompok di atas individu atau kelompok  lainnya
membuat suara dari pemilik power didengar. Poiver
unluk melakukan manipulasi, persuasi, mencegaly,
dan memaksa akan membual individu atau kelompols
menangs dalarm kontestasi isu kebijakan. (2) Perception
(persepsi). Dersepsi adalah elemen wyang sangat

memengarahi - mengapa sualu masalah  dianggap
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penting. Semenlara ilu banyak masalah yvang palut
mendapat perhatian pemerintah pada walktu tertentu,
namun hanya sedikit dan masalah ibo yang menjadi
masalah publik. Sering kali para pembuat kebijakan,
pembual opini, dan tokeh publik lainmya sccara
selektif melaporkan dan menafsirkan peristiwa untuk
mengaktifkan  atan menonaktifkan empati© atan
dukungan untul suatu isu tertentu. (3) Potential
(polensi).  Polensi adalah elemen yang  mengacu
pada intensitas atau tingkat konsekuensi dari suatu
maszalah. Semakin besar intensitas atan besarnya
konsekuensi, semakin penting masalah tersebut akan
menjadi agenda pemerintah. (4) Froximity (kedelkalan,
langsung/  tidak  Tangsung). Crang-orang lebib
cenderung memperhatikan masalah vang memiliki
dampak langsung pada kehidupan mereka. Semakin
lamgsung atau scmakin dekal dampaknya, semakin
besar perhatian yang mungkin diterima masalah
tersebut  seperti  misalnya topik-topik tentang
kemalkmuran, keadilan, atau kesclamalan. Kecmpal
clemen lerscbut akan sclalu ada dalam pengaturan
agenda  dan  elemen-elemen  tersebut mempunyai
dampak hbaik langsung maupun tidak langsung,

Konfigurasi kekuasaan dan bias perscpsi mewarnai
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penempatan masalah dan gerakan mereka di seluruh
agenda, Sedangkan proxinily dan polensi memilili
efek tidak langsung pada apgenda karena mereka
disaring melalui kekuatan dan persepsi. Demikian
juga dalam penvusunan agenda kebijakan, terdapal
beberapa level dari agenda yang lebih dahulu harus
diketahui agar dapat dipahami lebih lanjut di posisi
mana suatu permasalahan berada. Birkland (2016 :
124-125) menguraikan balwa sctidalnya ada 4 level
dari agenda kebijakan. Pertama adalah avende aniverse
vang didefinisikan sebagai agenda yang berisi =emua
ide yang dapat diangkat dan didiskusikan dalam
masvarakat alau sistem politik. kedua, vaitu agenda
sisternik (systenie agends) yaitu masalah atau gagrasan
apa pun yvang mungkin dapat dipertimbangkan lebih
lanjut oleh pemerintah dalam proses kebijakan,
asallkan gagasan itu tidak berada di luar norma sosial,
politik, ideologis, dan hukom yang sudah mapan. Ti
antara wuniverse qgends dan systemic agends terdapat
balasan vang dapal bergeser keluar atau masuk dari
waktu ke waktu untulk mengakomeoedir luntulan atau
aspitasi masyarakat. Ketiga, yvaitu agenda yane sudah
masuk ke dalam institusi pemerintah {institutional

agends)  berisi daltar masalalhh yvang  sedang
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dipertimbangkan olel lembaga pemerintah, seperli
lembaga legislatif, atau lembaga vudikaltil. Keempat,
adalah  apenda keputusan  {decisiom aperda) yaitn
agenda vang berisi hal-hal vang akan ditindaklanjuti
oleh pemerintah,

Dalam proses antara fnsitiond uwcﬂ; LU
devizion avende dapat terjadi kanflik di antara pihak-
pihak vyang terlibat. Oleh karena itu dibutuhkan
pemerintahan vang  karakter yang kual dengan
otoritas  formal dan memiliki kemampuaan dalam
meminimalisir  konflik. Hal ini  =ejalan  denpgan
pernvataan Bendix sebagaimana dikutip oleh Tischer
(1990 . 122} bahwa pmerintaham yvang berkarakter
adalah  pemerintahan yang memiliki ideologi dan
berpihak  pada  kepentingan  masyarakat.  Tetapi
mewujudkan kepentingan publik bukan hal wvang
mudah. Pemcrintah dihadapkan pada pihak vang
mendukumg atau menolak. Tetapi dalam perspektif
kritis, Tischer, dklk (2015 : 241) proses penetapan
agenda merupakan hal penting bagi suatu kebijakan,
Amnalisis kebijjakan wvang hanya [okus pada siklus
kebijakan  tidaklah  cukop untuk memahami
kompleksitas proses kebijakan itu sendiri. Model

siklus  kebijakan  conderung menckankan  pada
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struktur dan prosedur yang normalit, umunggga
mengadopsi perspekll pemerintah legalislik yaitu apa
yang dilakukan  pemerintah,  mengapa mereka
melakukannya dan apa perbedaaan yang ada setelah
dilctapkannwva sualu kebjjakan. Penctapan agenda
kebijukan bukanlah hanva  sekedar sebuah proscs
mendefisinisikan masalah dan membuat suatuo
kebijakan sebagai solusi, tetapi penetapan agenda
merupakan suatu proses bagaimana para aklor vang
terlibat saling mempengaruhi persepsi dominan dari
suatu masalah sesuai dengan minat atau preferensi
seseorang, dengan mendorong isu tertentu dan

menghalangi isu vang lain dari agenda. Selain it,
Fischer, dkk (20015« 242} juga menegaskan

i
bahwasanya definisi masalah dan penetapan agenda
sangat dipengaruhi oleh kebetulan, keberuntungan,
dan krealifitas politile dari aktor yang lerlibat. Fischer,
menawarkan  tiga buah pendekatan untuk
menganalisis  proses penetapan agenda. Dertama,
cdengan beralih dari mempelajari penclapan agenda
kebijakan vang lerbatas hanya pada delinisi masalah
kepada mempelajart penetapan agenda kebijakan
sebagai  sebuah  proses  vang kompleks untuk

membawa  isu menjadi masalalh pelitic dengan
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membawanva pada agenda kebijakan pemerintal
Kedua, dengan mengambil sikap kritis pada dugaan
ohyektifitas masalah sosial yang menaroh fokos pada
konstruksi  diskursif masalah  kebijakan dan
perjuangan dalam  mendetinisikan masalah pada
buerbagai  tahap  proses  kebjukan,  Ketiga,  vaitu
pendekatan vang menekankan peran kekuasaan dan
manipulasi  politik dalam definizsi masalah dan
penclapan agenda.

Pendapat lain tentang tahap-tahap dalam proses
kebijakan publik dikemukakan oleh  William N,
Dumﬁ’msea penvusunan agenda kebijakan dimulai
cari formulasi lkebijakan, implememntasi kebijakan,
adopsi  kebijakan  dan wlilai an  kebijakan,
Penyusunan agenda kebijakan mﬁrupakawlah satu
bagian vang sangat penting dari tahapan pembuatan
kebijakan. Tahapan indi merupakan langkah kunci
yang harus dilalui ketika suatu isu masuk :L‘-a dapat
diangkat dalam agenda pemerintah. Agenda
kebijakan diartikan scbagai  luntutan-ntutan  para
pembuat kebijakan memilih atau merasa terdoreng
untuk melakukan tindakan tertentu. Barbara Nelson
menvatakan bahwa agenda kebijakan berlangsung

kelika pejabatl  publik belajar mengenai masalah-
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masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian
sccara personal dan memobilisasi organisasi vang
mereka rni&i untuk merespon masalah tersebut. Oleh
karena itu agenda kebijakan merupakan pertarungan
wacana diantara  para  aklor dalam  lembaga
pemerintah,

Charles T). Edler dan  Rebert W, Cobhb
mengidentiaa:asi agenda menjadi dua yaitu agenda
sistemalik dan agenda lembaga atau pemerintah.
Agenda  sistematik  terdini darl semua  isu vang
menuntut  pandangan  angpota masyarakat  politik
pantas mendapat perhatian publik dan mencangkup
masalah-masalah  yang berada dalam  yurisdilksi
wewenang pemerintah vang secara sah ada, Agenda
sistematik  adalah agenda pembahasan. Tindakan
mengenai suatu masalah hanva akan ada bila masalah
terscbul diajukan kepada lembaga pemerintal dengan
stiatn kewenangan untuk mengambil Tirﬂr]k.i-lrl VAT
pantas. Sedangkan agenda lembaga terdiri dari
masalah-masalah yang mendapal perhation sungguh-
sunggul dart pejabal pemerintah. Agenda lembaga
merupakan agenda tindakan yang mempunyai sifat
lebih khusus dan lebih konkret bila dibandingkan

agenda sistematik. Penyusunan agenda merupakan
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sebuah proses yang sangal slrategis dalam realilas
kebijalkan publilk, didalamnva terdapal ruang dimana
terjadi permaknaan apa vang disebut dengzan masalah
publik dan apa vang diprioritaskan dalam agenda
politik. Mengapa sualu perscalan menjadi  agenda
pemerintah, sedangkan yang luin tidak. Sclanjutnya
Hii"]l!]i"] ‘-.."]ji"] AT IT'IFTIIFJE"'T'I:THT'UIIi ."]F:'["'I'Il]."l Fli—*rm-'r'inﬁ,
dan mengapa mereka melakukan itu. Jika snatn isu
mendapatkan status sebagai masalah publik, dan
mendapat pricritas dalam agenda, maka isu tersebut
mendapat alokasi :nmhﬂrﬁly'ﬂ publik yang lebih
daripada isu vang lainnva. Agenda merupakan pola-
pola tindakan pemerintah vang spesitik sifalnya dapat
diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu
maczalah dikembanakan, didefinizikan,
diformulasikaan, dan dibuat pemecahnnva. Apabila
penyusunan agenda dilakukan secara terbuka maka
akan menguntungkan kelompok-kelompok yang koat,
Namun  apabila dilakukan secara tertutup akan
menimbulkan bias-bias atau kelemahan-kelemahan,
Schagaimana lelah diketahui balhvwa kebijakan publik
.i'lf.]i"]].i‘l]'l =11atn Py Yans l]ii"]lT'II']i] lJfItllI". |T'|l"'f||H'.i'|1"|]‘¢.."]|'|
masalah-mazalah publik, maka sudah seharusnya

proses penyusunan kebjjakan publik diawali dari
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penyusunan  agenda  yang  disusun  berdasarkan
partisipasi publik juga. Penyusunan agenda kebijakan
selalu dipengaruhi oleh kondist politik. Dalam agencdu
cetting terdapat isu-isu kﬁakan sebazai hasil dari
silang pendapal diantara para aklor mengenal arah
tindakan yung Lwl ditempuh oleh pemerintah, Isu
kebijakan  ada karena  telah  terjadi konflik atan
“perbedaan presepsi” diantara para aktor atau suatu
sitluasi problemalik vang dihadapi oleh masvarakal
pada suatu waktu tertentu.

Kingdon (2013: 3) dalam bukunya yvang berjudul
“Agendas, Alternatives, and Public Palicies”, menjelaskan
mengenai  mengapa beberapa permasalahan lampal
menonjol  atau lebih diperhatikan, dan mengapa
beberapa alternatif pilihan  cenderung  diabaikan.
Beberapa permasalahan mungkin tidak dapat masuk
ke dalam agenda karena publik menolak isu lerscbul,
kuatnya oposisi, atan karena permasalahan vang
diusung kurang mendesak dibandingkan dengan
yang lain. Proses penclapan agenda sccara sislemik
menvelekst  scjumlali subyck  yang mendapal
perhatian (systerie evenda) hingea menjadi himpunan
subyek vang benar-benar diperhatikan atau vang

discbul scbagai agenda pemerintah  {institulional
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agerdi).

MAdapun dua  faktor ulama vang dapal
mempengaruhi mengapa satn agenda lebih angrgral
dibandingkan yvang lain adalah siapa partisipan vang
aklif dalam penclapan agenda, dan proscs-proscs
dimuna item agenda dan ultc:rnéf menjudi menonijol,
Partisipan aktif ini adalah aktor vange berada di dalam,
maupun di luar pemerintahan. Suatu masalah dapat
mencapai agenda melalui  distribusi  gagasan  di
kalangan profesional dan di antara  aktor {elit)
kebijakan. Selama proses penetapan agenda kebijakan
terjadi proses mobilisasi permasalahan dari agenda
sistemile  (sysfemic agenda) ke agenda  pemerintah
(frstifutional agenda). Kingdon juga mengearisbawahi
adanva refleksi yang tharus  diperhatikan  dalam
penyusunan agenda kebijakan, yaitu seberapa sering
gagasan dalam proscs agenda kebijakan datang dari
oramg-orang  seperh akademisi,  analis  kebijakan,
peneliti, atau konsultan dan  seberapa penting
pengaruh media masa  dalam proses  penelapan
agenda? Apakah sebagail penentu dari pusal perhatian
pemerintah,  atau hanya  sebagai pihak  vang
melaporkan apa yang menjadi perhatian pemerintah?

Faklor kedua, wailu proscs penclapan agenda dan
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g&ﬂ[ihasi allermalif kebijakan. IProses ini dibentuk
berdasarkan tga aliran vailu aliran masalah, aliran

kebijakan, dan aliran politik.

2.1.1 Aliran Masalah

Aliran masalah berbicara mengenai bagaimana
suatu masalah didelinisikan. Dalam hal ini penting
bajzi seorang aktor untok memiliki argmmen vang
kuat bahwa suatu permasalahan adalah benar-benar
masalah dan butuh tindakan segera dari pemerintalh.
Kingdon (2013} menjelaskan bahwa aliran masalah
terkait dengan seberapa sering perhatian pemerintah
terhadap =uatu masalah dipengaruhi oleh sebuah
peristiwa dramatis, atau olch sualu pendapat yang
beredar di masyarakat bahwa mungkin ada masalah
vang perlu ditangani.  Sementara  itn pembuat
kebijakan publik tidaklah berhad&an dengan
masalah yang diberikan, akan letapi para pembual
kebijakan harus mencari dan menemokan masalah
mne ada di masyarakat untuk dibuatkan solusinya.
l'embuat kebijakan harus mencari dan menentukan
identitas masalah  kebijakan dengan  benar.
Pengenalan terhadap masalab-masalah akan menjadi

faktor vang sangat penting dalam proses kebijakan
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publik. Mengenali dan mengidentifikasi masalah
publik wnjadi faktor krusial dalam proscs kebijakan
publik. Isu akan menjadi embrioawal bagi muneulnya
masalah-mazalah publik dan bila masalah-masalah
terscbul mendapal perhatian yang memadai, maka
akan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, Akan
tetapi karena isu terlalu banvak dan mempunyai
dimensi yang sangat luas, maka tidak szecara otomatis
isu masuk kedalam agenda kebijakan. lsu-isu vang
beredar akan saling bersaing mendapatkan perhatian
dari para elit politik sehingga isu tersebut dapat
diperjuangkan untuk menjadi age&a kebijakan. Oleh
karcna ilu masing-masing aklor akan menggunakan

rbagai cara untuk memperuangkan suatu isa agar
masuk ke dalam agenda kehijakan. Tsu-isu tersebut
harus berkompetisi antara satu sama lain dan
akhirnva hanva masalah-masalah  terlentu vang
mendoromer  suatn isu masuk o menjadi agenda
kebijakan. Lester dan Stewart, menyatakan bahwa isu
akan mendapal perhatian bila memenuhi beberapa
kriteria, yaibu: Pertaru, bila suatu isu telah melewali
proporst suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama
didiamkan. Kedne, suatu isu akan mendapat perhatian

bila isu lerscbul mempunyai sifal khusus. Ketign,
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sualu isu vang mendapal perhatian media massa
karena [aklor Msman falersl, Keempal, isu mendorong
munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan
legitimasi dan masyarakat. Keliina, isu tersebut sedang
menjadi trend atau sedang diminati oleh banyalk
orang,”

Sejalan  dengran pendapat  Tester, Kimber,
Salesburv, Sandbach, Hogwood dan  Gunn,
menvatakan  bahwa  suatu isu akan cenderung
mempercleh respon dari pembuat kebijakan untuk
dijadikan agenda kebijakan publik apabila memenihi
&]umlah kriteria. Kriteria itu antara lain : (1) Isu itu
telah mencapad titik kritis tertentu schingga ia praklis
tidak Tagi bisa diabaikan =aja, atau telah dipersepsikan
sehagal suahs Hn{"HTﬂHTﬁPTiIJH vang jauh lebih hebat di
masza datang; (2) lsu tersebut telah menjadi
partikularitas  tertentu vang dapat menimbulkan
dampak  yang bersifat  dramatik; (3) Tsu tersebor
menvangkut emosi  tertentu  dilihat dari  sudut
kepentingan orang banyak bahkan umal manusia
umumnya dan mendapat ddrzungan berupa lipulan
media massa vang luas; (4) Tsu tersebut menjangkan
dampak vang amat luas; (5) Isu tersebut

mempermasalahkan  kekuasaan  dan keabsahan
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(legitimasi) dalam masvarakat;, (0) Isu  tersebul
menvanglkul suatu persoalan yang fasionable, dimana
poesisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan
kehadirannya.

Selanjutnya Cobb dan  Elder (dalam
Anderson, 1966) menyataukan 3 (tiga) prasyurat
Arar isu kebijakan ﬁ dapat masuk dalam
agenda pemerintah (1) isu tersebut memperoleh
perhatian yang luas, atau sclidak-tidaknya dapat
menimbulkan kesadaran masyarakat; (2) adanwva
persepsi dan pendapat publik vang luas bahwa
beberapa tindakan perlu dilaksanakan untuk
memecahkan masalah  tersebut;, (3) adanya
persepsi vang sama dari masyarakat bahwa
masalah it merupakan suatn kewajiban dan
tangoung jawab wvang sah dari beberapa unit
pemerintahan untuk memecahkannya.

Sementara itu beberapa faktor yang  dapat
memperbaiki kualitas kebijakan publik, vaitu: (1)
Kebijakan-kebijakan supava lidak terlalu
didasarkan atas selera scketika saja telapt melalui
suatu proses, .‘-l-‘]'1ir1:r=';.+=';.-] rHFLIH[}HT l'irl:rr_kdt rasiomal
tertentu. Dipertimbanglkan berbagai alternatif

implikasi pelaksanaannva, walaupun memang
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harus diakui bahwa suatu pengambilan kepulusan
mengenai  kebjaksanaan tertentu,  tcrutama
apabila harus dilakukan oleh seseorang ternyata
diambil juza berdasar penilaian pribadi orang
terscbult (one's moral judgrient), (2]
Penyempurnaan informasi dan sistem informasi
bawri analisis dan pembentukan kebijaksanaan
publik, di mana diperlukan juga adanva unit-
unit penclitian dan  pengembangan, statistik,
bank data, dan sebagainya; (3) Mengsunakan
analisis ekonomi. TH negara-nepara berkembang
lebih menekankan pada pembangunan ekonomi.
Pemahaman dan pemakaian analisis ckonomi
yvang tepat menjadi esensial dalam proses analisis
dan pembentukan kehijaksanaan pembangunan;
(1) Memperhatikan pendekatan vang
menyeluruh (unified  approach) yang  berkaitan
dengran proses pembangunan;  Pertimbangan
kepada perspektif jangka panjang. Kebijaksanaan
justru dimaksudkan untuk menghindari berbagai
krisis dan keguncangan, dalam hal ini, juga
tHr[ﬂH."i[ll'l r‘t‘rtilTll}H[1::f'drl dI:]‘i*‘.ldl"l'|."'l.-".i1 [ITLasEs
pembangunan suatu negara sangat berkait

dengan perkembangan di dunia pada umumnya,
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(6) Kepekaan terhadap kebuluhan-kebutuhan
objckiif darl masyarakat, terutama  dari
ralomeran masyarakat vang besar jumlahnya
tetapi tingkat kesejahteraan hidupnya relatif

rendah. (Ljokroamidjojo, 1985)

2.1.2 Aliran Kebijakan

Aliran kebijakan merupakan proses akumulasi
pengetahuan dan perspelktif secara bertahap di antara
para ahli dalam bidang kebijakan lertentu  dan
pembuatan propesal kebijalkan oleh para ahli tersebut
YA mernuat 'l'JFr'l'm;;di alternatf F]i—‘r]_‘!,.’[-']i-‘l-i.-]ii-]rl AtHs
problem vang menjadi agenda pemerintah. Ini
melibatkan akademisi, konsullan, dan analis kebijakan
sepertt yang sudah divraikan sebelumnya. Aliran
kebijakan jupa berbicara mengenai tekanan-tekanan
dalam lingkungan kebijakan secara wvang realistis
menggambarkan  kekuatan  yvang  menggeraklkan
HE[—‘II[]H, nilar-nilai Apa yang rTH—‘rII[—‘HE’Hr‘lI]‘Ii prroses,
seherapa besar orans termotivasi oleh  keinginan
mereka untuk mengubah tatanan vang ada agar
scjalan dengan konsepsi latanan ideal mercka dan
sefaith mana persuasi dan difust gagasan, baik atan

buruk, mempengaruhi perhatian terhadap suatu
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permasalahan lertentu (Kingdon, 2013 @ 17).

2.1.3 Aliran Politik

Konsep aliran politik memiliki empat (4} hal
yvang mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
Pertama yaitu setianal moad (siluasi daerah) dimana
pada suatu waktu lertentu  publik atau  pejabalt
pemerintahan menaruh perhatian pada soato s
tertentu dan berusaha menghalangi isu lain untuk
masuk  kedalam agenda  kebijakan.  Kedua  yailu
kekuatan organisast politik dimana organisasi ini
memiliki coercies power untuk membuat seseorang
atau kelompok bertindak sesuai keinginan mereka
dan juga blocking poiwer untuk menghalangi pihal
tertentu  berbuat  sesuatu atau  agar  Bbu yang
diangkatnva tidak  dapat  masuk ke agenda
pemerintah. Ketiga, perubahan dalam administrasi
pemerintahan turul membawa perubahan dalam
agenda  kebijakan. Dalam aliran politik lebih
ditekankan kepada pembentukan keonsesus melalus
proses  tawar menawar. 1{1‘115@1 (2015 - 1)
mengilustrasikannya  scbagal  "You  give  wmic iy
prrireasion, wred T smoe o yonrs.

Aliran politik menjelaskan bagaimana orang-
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orang  berperilaku  dan  bertindak polilik  vang
diorganisasikan sccara  polilik  oleh  sckelompok
kepentingan dan berusaha mencoba mempengarohi
pembuat  kebijakan ulﬁk menvusun  dan
melaksanakan  kebijakan wvang  bisa mengangkat
kepentingannya dw mengesampingkan kepentingan
kelompok  lain. Kepentingan  politk merupakan
sesuatu yang berasal dari nilai sesecrang atau
sclkelompolk orang yang bisa diperoleh atau bisa pula
hilang darl apa yang dilakukan dan tidak dilakukan
oelh pemerintah. Kelompok-kelompok  kepentingan
menuntut pembuat keputusan untuk menerima solusi
alas sualu permasalahan. lerkadang jika tuntulan
tersebut  tidak  terpenuhi,  kemudian timbul
kekecewaan dan pada akhirnva konflik pun terjadi.
Pengaruh-pengaruh dan kekuatan  politik
diistilahlkan olch John W. Kingdon discbul polifical
stream (aliran palitik).. Aliran pelitik mempengarohi
terbentuknya agenda. Aliran politik terdiri dari:
1. Sitvasi dacrah: opini & iklim publik
2. Keclualan organisasi politik
3. Perubahan proses kebijakan dan wilavah
kewenangan

4.  Upava pembentulkan kensensi
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Selain  keempal hal diatas, peran berbagai
kelompok kepentingan juga berpengaruh kepada
berhasil  atau  gagalnya mengarahkan  permintaan
mereka terhadap pemerintah asar masuk memadi
agenda  kebijakan,  Independen  dari pengenalan
masalah atan  pengembangan proposal  kebijakan,
aliran  peristiwa  politk mengaliv sesnai dengan
dinamika mereka sendiri dan peraturan mereka
sendiri. Peserla melihat perubahan di dalam kendisi,
hasil dari pemilu membawa pemerintahan yang baru
untuk kekuasaan dan distribusi ideologis barn untuk
lembaga peerwakilan dan peran berbagai kelompok
kepentingan  yang  berhasil/gagal mengarahlkan
permintaan mereka terhadap pemerintah, Konsensos
dibangun dalam aliran pelitik oleh tawar menawar
lebih dari persuasi. Ketika peserta mengenali masalah
atau menelepkan dalam prosposal di alivan kebijakan,
sehayian  besar mereka  melakukanmya  dengan
persuasi. Indikator mereka berpendapat bahwa
proposal  mercka  memenuhi wji logis  seperli
kelayakan teknis alau penerimaan nilal. Tetapi dalam
aliran politik, peserta membangun konsensus  aleh
tawar-menwar untuk  memperoleh  dukungan,

menambahkan  pejabal  terpilih - untuk  berkoalisi
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cdengan memberikan mereka keunlungan vang
mercka mintaa, atau mengkompromikarn dari posisi
iwleal vang akan mendapat keuntungan yang lebib
luas. Kelompolk kepentingan ini seringkali mampu
memblokir pertimbangan usulan yang mercka tidak
sula, atau untuk beradaptast ke item vang sudah
timgin pada arenila pemerintah tengzan
menambahkan elemen vang sedikit lebih sesuai
dengan keinginan mercka. Pemerintah atauw birokrat
sebapgdal  pembuat  sebagal kumpulan  pembuat
kebijakan dalam statusnva sebagai makhluk raziomal
ternvata dalam kenyataanva seringkali mengorbankan
kepercayaan vang lelah dipercayalkan kepadanya.
Faktanya adalah ketika aktor-aktor rasional tersebut
bertindak sebagai  pembuat  putosan,  ternyata
kebijakan vang dihasilkan tidak responsit kepada
aspirasi publik dan cenderung menguntunglean diri
sendiri. Setiap manusia memiliki kecenderungan
secara rasional untuk menguntungkan dirinya sendiri
sccara ckonomi, apalagi jika memiliki kewcenangan
uniluk membual membuat kebjakan.  Birokrat vang
berperan dalam kebijakan publik harus berdiri <ecara
netral dan tidak memihak secara politik. Mereka tidak

bekerja nelral  dan dibayang-bayangi dengan
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kepenlingan-kepentingan  politik  maka  akan
berpengaruly terhadap profesionalisme. Akan lelapi
tidak mungkin netralitas bireokrasi dapat terwuojuodd
denzan benar. Tihak-pihak menggunakan kontrol,
pengarul, ataupun  kekuasaan dalam pembuatan
kebjjakan  sckaligus dapat dilakulkan dengan
mengintimidasi lawan atau metode lain yang lebib
lunak, misalnva berdusta tentangs tujuannya sendiri,
dengan cara itlu menarik sckutu atau membunglkam
kritik. Kebijakan publik pun ternvata tidak lepas dari
sehuah proses tukar-menukar, barter kepentingan
bahkan lebih jauh lagi vaitu jual beli suara. Barter atau
tukar menukar dapal dilakukan  secara  lerang-
terangan. Para pembuat  kebijakan  secara terang-
teranean  bertukar keuntungan, Masing - masing
pihak menjelaskan apa yang dikehendakinva untuk
dilalkukan oleh pihak lain. Selain il pertukaran juga
dilakukan dengan imbalan jasa atau nang. Pihak vange
mempunyai dana yang besar akan berusaha menekan
pihak lain  yang menjadi  saingannya.  Moore
berpendapal bahwa birokrat tidak munglkin dan tidal
bisa menshindari proses politik. Satu-satunva jalan
vang efektif adalah bagaimana birokrat tersebut harus

terlibat atau melibatlkan diri dalam kehiducan pelitils,
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Perlu diinsatkan bahwa politik disini merujuk pada
konsep politik scbagai pembuatan kebijakan dan
bukan  kekuoatan  kekuasaan,  Penguasa selalu
mengatasnamakan  kepentingan masyarakat ketika
berbicara mengenal kebijakan, padahal scmua kila
tahu  bahwa  kepentingan penguasa adalah
fT'Il"'ITII'.'Pf"tr]I'IHf'Ik."]I'I, fIIFIT'II'.'l"'r'hFHr]I" ki—"‘l"'.lli"]Hrli"]fl KAry
sudah dimiliki. Mereka berusaha memaksimalkan
kepentingan can lerkadang  mengorbankan
kepentingan wmum. Kepentingan mana yang lebih
kuat dukungannya, sumbernya dan posisi tawarnya
itulah yangs biasanya menang Pemimpin politik
merupakan faklor penting dalam penvusunan agenda
kebijakan. Para pemimpin kepentingan publik politik
apakah dimotivasi oleh pertimbangan  kenangan
politik, kepentingan publik, maupun keduannya,
munglin menanggapi masalah Lertentu,
menvebarluaskan  dan mengusalkan penvelesaian
terhadap suatu masalah. Dalam hal ini pemimpin
lembaga legislatif mempunvai peran utama dalam
politik dan pemcrintahan untuk menyusun agenda
kebijakan publik.  Aktor-aktor dalam  penyusunan
agenda kebijakan menurut John W. Kingdon dalam

tahapan penyususnan agenda kebijakan ada banyalk
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aklor vang lerlibal didalammya. Joln W. Kingdon
membedakan aktor-aktor agenda kebijakan menjadi
dua  kategort yaitu aktor yang kelihatan dan
tersembunyl. Aktor vang kelthatan adalah akbor vang
mendapat perhatian dari proses dan publik, Aklor
terscbut antara lain presiden, angegota kongres vang
menonjol, media dan aktor dalam pemilu seperti
partai politik dan tokoh kampanve. Sedangkan aktor
yang lersembunyi  scperti  akademis, konsullan,
birvkrat karir, staf kongres, dan  analisis  vang
hekerjauntuk kelompok kepentingan. Kelompok yang
kelihatan mempengaruhi agenda kebijakan dan
kelompol  tersembunyi  memepengaruhi  allernatif
kebijakan. dan terkadang mengorbankan kepentingan
umum.  Kepentingan  mana  vang  lebih  kuat
dukungannya, sumbernya dan posisi tawarnva itulah
iBns biasanya menang. Pemimpin politik merupalkan
faktor penting dalam penvusunan agenda kebijakan,
Para pemimpin kepentingan publik pelitik apakah
cdimolivasi oleh  pertimbangan  keuangan  politik,
kepentmgan publik, maupun keduannya, munglkin
rT'II".l'IHr'IEﬁTrI'F]i llli"]."ii'lli"]]"l tertentu, fT'I[“I'I'!,."["'.I.':'.i'lr'] ll."]"'.l"'.."]f'l l]."]l'l
mengusulkan penvelesaian terhadap suatu masalah.

Para pemimpin lembaga legislatif mempunyal peran
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utama dalam  polilik dan  pemerintahan  unluk
menvusun agenda kebijakan publilk. Keliga aliran
saling  berternu ketika endela kn—*héﬁkﬂn (pedery
window) terbuka dan pertemuan itu dikelola oleh
pihak - pihak yvang mempunyal kemampuan dan
sumber daya (policy entreprencur).

Melalui jendela kebijakan  terjadi upaya
penggabungan antara ketiga aliran, antara masalah,
solusi kebijalkan, dan kekuatan pnli& untuls dijadikan
proposal kebijakan. Aliran politik punya kesempatan
untuk mendorong  alternatif  solusi masalah  dan
memasangkannya dengan masalah, dan memnjadi
agenda kebijakan. Saal ketiga aliran tersebul bertemu
maka maka terbuka kesempatan membentuk agenda
kebijakan. Charles O Jones mengemukakan adanya 4
(empat) komponen strategis yang harus diperhatikan
dalam perumusan kebijakan atau dalam menyusun
apenda pemerintah, vaita:

1. Dilihat dari peristiwanya sendiri;

2. Organisasi kelompok;
3. Cara mencapai kekuasaan,
4. Proses kebijakan.
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Berkailan dengan adanva berbagai kepentingan
dalam penvusunan agenda baik pelicy cialrcprencur
maupun kelompok kepentingan lainnya, maka tidak
semua  tuntutan  mereka  dapat  diproses  oleh
pemerintah menjadi agenda kebijakan. Hal terscbul
dikarenakan oleh terbatasnya sumber daya, dukungan
untuk mencapai tuntotan it dan h.i-lﬁ.-]ilTLi-lr&'—.l‘r‘.i-—]t[—‘”i
yvang dilakukan oleh mereka. Interkasi di dalam
kelompok akan menghasillkan kescimbangan. Di sini
individu  dalam  kelompok-kelompoek  kepentingan
berinteraksi secara formal dan informal, dan =ecara
langsung ataupun melalui media massa
menvampaikna  luntularnva kepada  pemerintah
untuk  mrengeluarkan kebijakan publik vang
diinginnkan.  Kelompok  kepentingan  dapat
mempengaruhi pemerintah atau pihak akademisi
untuk terlibat dalam proses agenda, seperli dijclaskan
oleh John W, Kingdon bahwa kelompok kepentingan
terdiri  dari  kelompok ekonomi, publik, dan
pemerintah antara lain: bisnis, professional, pelerja,
kelompolk kepenlingan publik dan juga bisa pejabal
pemerintah berusaha mempengaruhi aliran birokrasi,
politisi, dan akademisi bisa melalui perdebatan

memberikan alternalit solusi agenda sesual dengan
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kepentizan mereka. Bahkan jika proposal tidak sesuai
dengan kepentingan mercka maka mercka berusaha
untnk menolaknya.

Menurut John W. Kingdon suatu permasalahan
diperhatikan  eleh pv:m-:rinlah,ﬂar-:na alat wvang
digunakan  oleh  pomerintah untul  mempelajari
kondisi dan cara dimana kondisi-kondisi ﬂ dapat
didefinisikan zebagai masalah. Selanjutnya alat vang
digunakan untuk mempelajari masalah menurul John
W. Ringdon meliputi perfarna, indikator fuluran vang
digunakan untuk menilai pentingnva =uatu masalah,
misalkan kejadian penyakit dan melihat adanya
perubahan  dari suatu kondisi.  Baik  luasnva
kepentingan  maupun  perubahan yang mendapat
perhatian  para  pejabat.  Kedug, perisHwa  vang
menvebabkan pembﬁ kebijakan terfokus pada
masalah  misalkan  bencana, lkrisis, pengalaman
pribadi, atau simbol kekoatan, vang pada kondisi
tertentu menarik perhatian lebih dari pada yang lain.
Tetapi peristiwa ind erkadang hanva semacam clck
sementara kecuali jika bersamaan dengan masalah
yang lebih kuat dengan bukti sebelumnva atan
dengan disertai kejadian zerupa lainnya. Ketign,

Jeedback yang memberikan informasi kinerja. Keeimpai,
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cara pembual kebijakan melihal sualu kondizi sebagai
suatu masalah.

Meskipun isu-isu publik memenohi berbaggai
macam kriteria seperti pada aliran masalah diatas,
alan L/éapi pada praktcknya tidak secara olomalis isu
Jdapat masule ke dalam agenda kebijakan. Suatu isu
ma=uk menjadi apenda kebijakan <angat dipengarahi
oleh  proses  politik  dimana  terjadi  distribusi
kekuasaan. lidak jarang bebcrapa kelompok atau
organisasi ternvata fidak mampu menembus pintu
akses kekuazaan sama sekali, sementara kelompok
lain relative dapat menembus pintu akses itu namun
tidak memiliki daya resonansi dan dampak cukup
besar  pada  diri pembuoat kebijakan,  sedangkan
sekelompak kecil orang lainnya terbukti bukan hanya
mampu menembus  pintu  akses melainkan juga
mampu mempengaruhi sccara nyala tahap proscs
pemyusunan agenda kebijakan dan akhirnya menjadi

kebijakan publik vang sebenarnya.

2.2 Policy Entreprenenr
r}.i']]."]fT'l PPrivses Ty iI=nm&an i"]:?"'flll]i"] ."]l.]."] F}il'li"]k
vang dinamakan policy enfrepreneur  (wirausaha

kebijakan) yang mampu mempertemukan keligaaliran
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sehingga sualu isu dapal menjadi agenda. Pohicy
calreprencier . adalah orang  yang Mmampu
menginvesksikan sumber daya baik wakha, eneriz,
reputasi, dan vang demi terbentuknva kebijakan vang
diinginkan. Kelompok ind mempunval kepentingan
yiang bermaciim-macam  mulal dart mendapatkan
keuntungan untuk diri sendiri, sekedar  berperan
serta, atau bahkan memang menaruh perhatian pada
masalah. Fenomena seperti ini dapal ditlemukan di
mana-mana. Mereka munghkin dipilih resmi, pegawai
negeri =ipil, pelobi, akademisi atan jurnalis. WMereka
termotivasi karena mempunyai kepentingan wvang
bermacam-macam, anlara lain ingin mendapatkan
keuntungan, Atau membantu menvelesaikan
permasalahan masyarakat.  Pelicy  Talreprencur
mempunyai J tujuan, yaitu:

1. Mendesakkan  perhation mercka  mengenai
masalah tertentu ke aypenda kebijakan yang lebih
tinggei;

Mendesakkan proposal;

3. Membuat penggabungan.

H’l“-l:l."]::'i"]i F]["'I'I::'_I'::":'i"]-l:llJfl;i:!;II 4".']'1le'"f:F.'Tl"f:".'.-"'fI-i.'n"' M ll"'['lll k["‘til‘.r]
jendela terbuka. Mereka memiliki propesal atau

keprihatinan mercka lerhadap suatu masalah vang
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tersedia dan mendorong prosposal itu di saat-saal
yvang lepat Demi mengojar tujuan mercka sendird,
mereka  menjalankan fungst sebagal penggabung
antara solusi untuk masalah, masalah untul kekuatan
politik dan kewatan  politik  untulk  proposal
Entreperenuer mumbawa beberapa sumber daya kunei
deniran cara melakokan  dengar pendapat atan
berdiskusi, melakukan hubungan politik  dan
menggunakan kelerampilan negosiasi dengan benar-
benar tekun, Pelicy Endreprencur terdirl darl pejabat
pemerintah, ASMN  karir, pelohi, akademisi atan

wartawan.
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Bab 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Puger
Tlupah-n Jermber.  Adapun lokasi penelitian di
Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tepatnya di
lokasi berdirimva "1 Imasco Asiatic. Lokasi terscbul
pertama, area yang menjadi konsesi I'T Tmasco Asiatic
untiuk melakukan eksplorasi semen; kedua, lokasi
pabrik scmen yang berada é lengah-tengah lahan
perlanian milik masvarakal Desa Puger Wetan dan
Desa Puger Kulon; ketiga, lokasi irigasi Puger yvang
telah ditutup.
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Cambar 1 Lokasi Penclition (gorsis polygon kaning
(sumber @ Soogle Maop, diunduh tangeal 17 Desember 2020)

Adapun  jenis  penelitian  adalah kualitatif.
Sedangkan partisipan penelitian ini adalah perwakilan
masvarakal petani di Kecamatan Pl.lgcﬁi.mg scdang,
mengdlami dampak dart penutupan saluran irigasi
vang dilakukan aleh Perusahaan Semen T'T Imasoo
Asiatic.  Selain  perwakilan masyarakat petand,
partisipan lainnya adalah Kepala Desa Puger Welan,
dan tekoh-tokoh masyarakat lainnva yang mermaharmi
permasalahan  penelitian  ini.  Partisipan  akan

ciinterview secara mendalam (indeplfi inlervicwe). Dala
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yvang diperoleh dari partisipan dikonlirmasi melalui
cbservast lapangan dengan menggunakon  leknik
analisa  spasial - (GIS).  GIS  digunakan untuk
membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh
]ILE[EE]'. wawancara mendalam dan data sckunder,
CI5 merupakan sckumpulan teknik yang digunakan
untuk  meneliti dan mengeksplorasi data dari
perspektf kernangan (spasial), mensembangkan dan
menguji model scrta menyajikan kembali dalam
bentuk informasi vang lebih komunikatif. Data GIS
digunakan  untuk  mengetahni dampak  dari
penutupan saluran irigasi pada perkembangan kanal
irigasi lama dan bagaimena dampalk dari kanal baru
yang dibangun oleh Perusahaan Semen PT Tmasco

Asiatic bagt petani.
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Bab 4

TEMUAN DATA DAN
PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian: Letak dan Kondisi Geografis

EKabupaten Jember adalah zuatu kabupaten yang
cdacrahnva berada di bagian limur Jawa Timur yang
memiliki ﬁanekaragdman potensi alam.  Secara
weoprafis, Kabupaten Jember  memiliki luas wilayah
kurang lebih 329331 Km2, dengan panjang pantai
lebih  kurang 170 kKm. Scdangkan luas perairan
Kabupaten  Jember  vang  termasuk  ZFF (Zona
Ekonomi J:'h:slusj'é kurang lebilh 83385 Km2. Bagian
selatan wilayah Kabupaten Jember, dataran rendah
dengran titik terluarnya Pulau Barong, terdapat pula
sekitar 52 ['.'lJ]HIl-EllJ]:-]IJ kecil, 16 ['.'lJ]:-]lJ i.]i:-||11'.-|r:r||1:,ri-i

sucdah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat
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Taman Nasional MEIIB Beliri wvang berbatasan
Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan
dengan Kabupaten Probolingzo, merupakan bagian
dari Pegunungan Ivang, densan puncaknva Gununs
Argopuro (3,088 m), Bagian limur mcﬁp.ﬂmn bagian
dari rang- kaian Dataran Tinggi [en. Masional Moeru
Betiri vanyr  berbatasan Kabupaten  Banyuwangi.
Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten
Probelinggo, merupakan bagian dari Pegunungan
Iyang, dengan puncaknva Gunung Argepuro (3,058
m). Bagian timur merupakan hapgian darﬁqnﬁkﬂian
Dataran Tinggi [en. Secara topografi Kabupaten
Jember berada pada ketinggian 0-3.300 meter di alas
permukaan laut (dpl)  dengan ketinggian daerah
perkotaan Jember kurang lebih 87 meter di atas
permu- kaan laut (dpl). Sebagian besar wilavah
berada pada kelinggian antara 100 hingga 500 mcter
Jdi Htawﬂrrn ukaan lant yaitu 37,75%.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember
lerbagi menjadi 31 kecamatan  terdiri atas 28
kecamalan  dengan 226 desa dan 3 kecamalan
dengan 22 kelurahan, 'I.EH] dusun/lingkumngzan, 4.313
RW dan 15205 RT. Kecamatan terluaz adalah

Tempurejo dengan luas 524,46 km2 alau 159% dari
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total luas wilayah Kabupalen Jember. Kecamalan
yvang lerkectl adalah Kaliwaltes, scluas 24,94 Km2 alau

N.76%
e 0

4.2 Irofil I'T Semen Imasco Asiatic

Perusahaan Semen PL. Semen lmasco Asiatic
Indonesia adalah perosahaan semen yang berkonigsi
denzan T'ﬁ‘lg]ﬂ]k Hongshi Holding Group.
Perusahaan ini berlokasi di Desa Puger Welan,
Kabupalen Jember, Jawa Timur, Indonesia.
Perusahaan ini memiliki deposit tambang siap pakai
berkualitas tinggi dengan sumber daya batu kapur
ﬁ)ih clari 100 juta ton. Pl Semen Imasco Asiatic
rencananva  mendapat  konsesi laban pengelolaan
seluas 41 hektare di kawasan punung kapur Grenden
dengahketinggian 80 meter di Kecamatan Iuger.

Proyek ini  didukung dengan peralalan
cangiih,  teknologi  termutakhir  dan  dilengkapi
dengan sistem perlindungan lingkungan  kelas atas.
Setelah memasuki tahap produksi, diharapkan biza
menghasilkan 3 jula ton semen berstandar tinggi.
Lokasi PT Semen Tmasco Asiatic berada di Jalan Raya

Muger MNomer 16 Kabupaten Jember. Taokasi ini
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merupakan kawasan yang berada di Kecamatan
Puger. Lokasi ini dapal dicapai dari pusal Kabupalen

Jember.

4.3 Temuan Penclilian

Penelitian ini didahului oleh wawancara yang
dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang
terdiri  dari koordinator masyarakat (petani)
Kecamatan TIuger FKabupaten Jember, bernama
Nurdiyanto dan narasumber lainnva yang berkailan
dengan  demo masyarakat  terhadap PT O Imasco
Asiatic. Sehimmra data serta hasil penelitian vang ada
merupakan informasi yvang konkret tentang proses
penyusunan agenda kebijakan penyclesaian konflilc
antara masyarakat dan PT  Imasco  Asiatic.
Selanmutnya hasil wawancara dianalisis ﬁrdaﬁarkan
teori Kingdon yakni dalam 3 aliran yaitu aliran

masalah, aliran kebijakan, dan aliran poelitik.

4.3.1 Dinamika Aliran Masalah

Studi tentang konflik antara masvarakal dan

EIFFUH.-]h.i-Ir]H I'i-irllhdnLr semen dilatar }Jﬁldkarlﬂi uleh

bermacam-macam sebah, antara lain pendirian pabrik
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akan merusak lingkunsan (Munawir Aziz, 20012; 1
Chandra Apriante, 2013), amdal tdalk melibatkan
masvarakat {Akhmad Zainur, 20170 Stadi-studi i
berbeda dengan penyebab konflik petani di desa
Puger Welan dan pabrik scmen Il lmasco Asialic,
Muasyarakat tidak menolak pendirian pabrik scinen
PT Tmasca Asiatic di desa Puger Wetan Kabupaten
Jember vang telah mendapatkan konsesi lahan seluas
42 Hektar dari pemerintah. Ini artinva scluruh
pervaratan pendirian pabrik atau [IUP (Ijiin Usaha

Perusahaan).

Crambar 2 | 2han komesssi yangT dikuzsat alah T Imason Astasie
Suwmber: Coogle map, diambil tanggal 20 Descmber 20209
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Gambar 3 Anggota DI'ED Kabupatzn Jember sedang melakukan
peninjauan terhadap saluran irizgasi yang dipersengketzkan
(Sumber:hitp/ /www. ikapmiljember.org/ Clog/ 2020/02/12/ de

wart-tlan-polisi-datanei-lokasi-irigasi- pabrik-semen-imason /)
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Pertambangan) vang diajukan kepada DBupali
Kepala Dacrah Kabupalen Jember lelah dipenuhi
eleh PT Trmasco Asiatic. Berdasarkan ajin imi,  pabrik
semen [T Imasco Asiatic mulai  melakukan
pembenahan di lahan yang menjadi lokasi pabrik,
Salah  satu pembenahan yang  dilakukan  oleh
Perusahaan  Semen PT Imasco Asiatic adalah
memindahkan saluran irigasi yvang selama ini telah
mengairi lahan  perlanian milik  masvarakal.
Perubahan saluran irigasi i telah menyeh.:lbkw
keringnya 3000 Hektar lahan pertanian milik warga di
desa Puger Wetan dan Puger Kulon vang berada
sckilar lokasi Perusahaan Semen P Imasco Asialic.
Dampak ini telah membuat kepanikan ditengah-
tengah masyarakat. Sekitar 500 petani lTaharnmya tidak
bisa mendapatkan air dari saluran irigasi. Oleh
karcna ilu, mercka melalukan aksi protes lerhadap
mandjemen  Perusahaan Semen PT Semen Tmasco
Asiatic. Mereka menyuarakan aspirasi karena meraza
dirugikan oleh kebijjakan sepihak Perusahan Scmen
T Semen Imasco Asilatic vang membelokkan saluran
irisrasi sejauh 400 meter. Seoramgs informan bernama N

yvang menjadi koordinator petani memberi penjelasan:
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“Permasalahan ini sebenarnya sudah lerjadi
sejak tahun 20018, Tabrik semen itu bernpaya
membelokkan  saluran  air  dengan  membuat
kanal baru di luar arca pabrik. Kanal baru
melingkar sekitar 400 meter. Akibatnva daya
doromngr air tidak sampai pada saluran tersier di
Puger Kulon. Scdang kanal lama melewalti
kawasan pabrik. Dampaknya sudah terasa
meskipun sekarang musim penyrhajan air dari
saluran irigasi tdak mengalir sampai ke Puger
Kulon (wawancara, 10 Januari 2020)."

wigast lama vang leloh ditulup
(https:/ /dumatambang cood )/ ForumEategori/ read /1222 T Relok
asi-atan-Tam l#aﬁf,_';}
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Berdasar penjelasan informan, masvarakalt desa Muger
Welan dan Puger Kulon sudah dua tahun lamanya
melayangkan protes kepada pabrik semen PT Traseo
Asiatic. Sebagai respon kepada protes petani. pihak
pabrik  memberikan  selusi dengan  membuatkan
sumur bor, membert genset, dan insentif. Tetapl
sikap petani tetap menolak solusi tersebut. Mereka
menginginkan saluran irigasi dikembalikan seperti
scmula. Berilkul adalah kelerangan informan berinisial
c-

“Kami tidak ingin sumur bor, genset dan
insentif dari pabrik semen PT Imasco. Kami
ingin saluran irigasi dikcmbalikan scperti
aslinva. Kami kenselkwen densan sikap kami.
Fami urunan Rp. 300 000 an untuk sewa diesel
scliap musim lanam  agar air irigasi  bisa
mengalir ke lahan kami. Ini tentu merugikan.
Karena itu kami akan tetap berjuang sampai
lujuan kami lercapai (wawancara, 10 Januari
202007

Sebagaimana penjelazan informan S, p@a petant
kembali berdemo. Demo yvang diadakan pada hard

Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2015 dihadiri vleh
Koordinator Sumber Dava Air (SDA) Kecamatan
Balung bernama Bapak Agung. Bapak Agung adalah
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pelusas vang berjaga di saluran irigasi lersebut. QOleh
karcna itu, koordinator para pelani desa Puger Welan
dan Puger Kulon tidak mensia-siakan kesempatan ini.
N menemui Bapak Asung dan menvampaikan

tuntutan para petani. Berikul penjelasan intorman N:

“Sava sudah menyvampaikan kepada petugas
jaga irirasi bapak  Agung terkait dengan
keinginan pectani. Tapi kata bapak Agung
balwa pemindahan itu hanya wji coba selama
tiga hart dan selanjutnya akan dikembalikan
sepertl semuala. Tapl kami tidok yvakin dengan
jawaban tersebut” (Wawancara, 15 Januari
2020
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Cambar 5 Fetand berunjuk raza dide pan Pabeik Semen T
Irnasco Asiatic (a) dan di depan Gedung DPRED Kabupaten
Jember (2)

(Sumber: Dokumentasi PMIT Eabupeten Jember)

Para petani tak percaya begitu sqja penjelasan
dari koordinator sumber daya air {SDA) Kecamatan
Balung vang bernama bapak Asungz. Mereka tetap
khawalir apa vang disampaikan pelugas pengairan
itu tidak dilaksanakan, Karena itu, N para petani,
berdemao ke Balai Desa Puger Wetan menemui Kepala
Deza. 1"ada demo kali ini, pendemo diperkuat oleh
scjumlah  mahasiswa  aklivis  lingkungan.  ara
mahasiswa ini berasal dari Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (I'MII). Masyarakat bersama

mahasiswa melakukan loig march dari lokasi pabrilk
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semen Pl lmasco Asialic ke Balai Desa Puger Welan
untuk mcﬁnla kelerangan  mengenai  perizinan
pengzaliban saluran irigast vang dilakukan oleh pabrik
semen I'T Imasco Asiatic. Namun pada saat itw,
kepala desa tdak ada di tempal. Cagal berlemu
dengan kepala desa Puger Wetan tidalk membuat para
pendemao yang notabene adalah masvarakat petani
yang dirugikan oleh pabrik semen I'T Imasco Asiatic
patah  semangat. Mercka ingin memperjuangkan
nasibnva dengan berdemo di hadapan kantor bupati
Kabupaten Jember dan DPRT) Kabupaten Jember
keseokan harinya.

Demo di depan DFRD Kabupalen  Jember
adalah demo yang ke empat. Para petani dengan
didampingi  para  aktifis  mahasiswa  kembali
mengadvokasikan kepentingannya kepada
Perusahaan Scmen PT Imasco Asialic. Setelah dart
Gedung DPFRDY Kabupaten Jember  mereka
melanjutkan demo mereka di depan kantor bupat
Kabupaten Jember. Scorang informan berinisial N
memberikan penjelasan:

“Saal  ini belum  dikctahui  siapa yang

bertanggung jawab atas pemindahan saluran
irigrasi  itu. Meski telah melakokan mediasi
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cdengan pihak pengairan dan peranskal Desa
Miger Wetan, oknum  vang  bersangkutan
masih  abu-abu.  Dugaan  sementara, ada
keterlibatan  pihak PPl Imasco  Asialic alas
kejadian itu. Sebab, pembelokan saluran irigasi
sefaub 400 meter ada di dalam Tahan yang
dikuasai olech Pl Imasco. Rencananya, para
pendemo bakal menggerakkan aksi dengan
massa  yang lebih banvak jika kemarin &k
mendapatkan hasil”.

Berdasar keterangan  informan [N, maka
pemindahan saluran irigasi yang letaknva berada di
dalam kompleks pabrik zemen TT 57Tmasca Asiatic
belum ada kejelasan siapa yang menjadi penangpung
jawabnya.  encliti kemudian mencmui kepala desa
Puger Welan untul ﬁcngadal{.an wawancara Lerkait
dengan pengalihan saluran irigasi yang dilakukan
olch  pabrik semen PPU Imasco  Asiatic.  Berikut
kelerangan kepala desa Puger Wetan:

“Sebagai kepala desa =aya menyavangkan
tindakan vang dilakukan oleh pabrik semen PT
Imasco Asialic ini. Saya dengar mereka sudah
mendapatkan izin dari DPU Bina Marga
Meskipun sudah dapat izin mereka seharusnya

melaporkan ke desa telapi hal tersebul tidak
dilakukan. Saya tidak bisa bertindak. Karena
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urusan  irigasi biasanya  dikelola  oleh
Himpunan Tetani Pengeuna Air (HITTA)
(wawancara tangral 15 Tanuari 202007,

=

P Es) ¥ llll.'.

Cambar e FProses fli:lill1]'.‘ru_'1-.1ﬂ saluran ilj.E-JE-i yioung, lama
higps:) S radarjewber jowapos.comheadlioe,/ 12 /07 72019 fsepak
at-pembelokan- kanal-irigasi-diheintikaon)

RBerdasarkan keteranjan dari kepala desa Puger
Wetan tampaknya pihak TDerusahaan Semen I'T
Imasco Asiatic lelah bertindals Llanpa
mempertimbangkan dampak darl penutupan saluran
irigasi. Tanah yang menjadi lokasi pabrik adalah hak
yvang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada

pabrik semen PT Tmasco Asiatic untuk dieksplorasi
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kandungan semennya. lelapl saluran irigasi yang
melewali lahan ilu  diharapkan oleh masyarakalt
sevinrvanva hidak dibutup dan tetap dipertahankan
karena berhubungan denzan hajat hidup orang
banyalk., Pihak pemerintah  desa Puger  Welan
tampaknya tidal memililki kelkuasaan untuk melarang
tindakan yang telah dilakukan oleh pabrik semen PT
Imasco Asiabic ini.

Tindakan penutupan  saluran  irigasi  yang
dilakukan oleh pihak Perusahaan Semen PT Imasco
Agiatic ini telah mendapatkan protes keras dari
masvarakat. Drotes keras ini direspon  oleh
Perusahaan Semen P Imasco  Asialic  dengan
memberikan jalan keluar dengan memberikan genset
untuuk  memperbesar debet air yang mengalir ke
sawah masyarakat. lapi ini tidak efektit karena
saluran irigasi yang tadinya lurus langsung ke sawah
masvarakat  kini  arahnya  dibelokkan  sehingra
melingkar separjang 400 meter sebelum sampai ke
sawah — masyarakat.  Tetapi  analisis  dengan
menggunakan GIS membuktikan  bahwa  saluran
irisrasi menmalami perubaban dan bertambah panjanges
hingza tiga kali dari sebelumnyva 1852 m menjadi 2199

m dan bertambah panjang lagi memjadi 2255 m.
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Gambar 7 Saluran irigas: vang telah dibelokkan
(hige S S modusirvestisae com fdinas-pengairan-aji-cnba-akar-
i asi-pl-imascn-asiatic)

Lahan sawah masyarakat yang paling terkena
dampak dari perubahan arah saluran irigasi ini tidak
hanya vang herada di desa TPuoger Kulon saja
melainkan juga lahan sawah vang berada di desa
Puger Welan. Berikul penjelasan dari informan yvang
menjadi wanza dar desa Puger Wetan yvang tanahnya
terdampal:

"Dampak perubahan saluran irigasi tak hanya
dirasakan para petani di De=a Puger Kulon. Tara
petari di Desa Puger Wetan juga  terkena
dampak. Mereka harus bekerja sama untulk
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membersihkan sampah vang ada di saluran
irigasi dekat persawahan. Adanya sampah-
saunpah itu lantaran lebar saluran irigasi di Desa
Puger Welan lebih kecil daripada saluran irigast
ke arah Desa Puger KulonSampah ini berasal
dari hulu. Tekanan kedua sungai it melambat
sclelah saluran irigasi dekat pabrik dibelolkkan
di wilavah Desa Puger Kulon. Disana terdapat
tira  kali  pembelokan  saluran irigasi yang
akibatnya menghambal laju air. Bahlkan ada pula
-I:li"'.l']["ri"llfli"] thsun YdAriig 1.'."]"". H."]IT'IF'l.i'li fT'I["I'II:]."]['.'HtI"'.i"]f'I
air  irigasi  persawahan  akibal  relokasi.
Akibatnva, banyak sampah vang menumpuk di
bagian  hulu. Karena itu, sampah-sampah
tersebut  terbawa arus menuju Desa Puger
Wetan. Sampah ini harus dibersihkan kalau tak
dikersihkan va percuma. Meski air meluap, hilir
tetap  tak kebagian air. Penduduk  bilasanya
bergolong  royong membersihkan  sampah”.
[wawancara, 20 Januari 20210

Kelerangan informan 5 menunjulklkan bahwa
dampak vang dialami masvarakat petani baik di desa
Mager  Wetan  maupum  Muser Kulon  sudah
melampani  batas dan  karenanva harus segera

dicarikan jalan  keluar. Resike vang dialami

masvarakat terlalu berat.  Ada 3000 Hektar sawah
yvang tidak terairi. Debit air vang mengalir ke sawah

masvarakal menurut keterangan informan S masih
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biza diperbesar dengan mengounakan pompa diesel.
Tetapi konstruksi pembuatan kanal irigasi yvang
dibuat melingkar dan tidak sama besarnya telah
membuat air tidak bhiza mengalir dengan lancar.
Dampaknya pada hiliv saluran  irigasi selalu ada
sampah yang  menuwmpuk. Asanva sampah
mempersempit aliran air. Sampah ini memang; bisa
dibersihkan secara gotong rovong. Tetapi solusi ini

membutuhlkan lenaga dan encrgi.

4.3.2 Dinamika Aliran Kehijakan

Dalam aliran  kebijakan ini akan dianalisa
alternatif- alternatif kebijakan yang diberikan oleh
berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam
penyelesaian  kontlik antara masvarakat dan 'l
Imasco Asiatic. Pihak vang berkepentingan ini berasal
dari unsur pemerintah atau unsur rw1 permerintah.
Unsur pemerintah terdiri dari Kepala Dinas Mekerjaan
Lmum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BM
SDA) yang langsung terkait dengan permasalahan
yanyg dianalis dalam penelitian ini. Tembaga Tainmya
yvang turut berperan adalah Bupati Kepala Daerah

Kabupaternn  Jember. DBerdasar  kewcenangan  yang
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cimilikinya, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember
mencntukan bagaimana penyelesaian dari
permasalahan konflik antara masyarakat dan PT
Imasco Asiatic. Aktor non pemerintah turut pula
dalam proscs merancang kebjjakan peonvelesaian
permasalahan konflik antara masyarakat dan PT
Trnasen Asiatic yang memjadi fokus penelitian ini,
Alktor non pemerintah terdiri dari mahasiswa, tokoh-
tolkoh masvarakal dan lain-lain vang sclama keontlik
teradi turut berperan menjadi mediator ataupun
pendamping. Bagaimana aktor memainkan perannya
dalam penyelesaian konflik akan diuraikan berikut

117l

1. Aktor Mahasiswa

Tokoh-tokoh mahasiswa yang menjadi aktifis
l'ergerakan  Mahasiswa Islam  Indonesia  (I"MII)
bersimpali pada perjuangan petani dan mendampingi
para petani dalam SETTIA e YATIE
diselengmarakan.  Sejarah demo  vang  dilakukan
masvarakat selama ini selalu didampingi  oleh
mahasiswa. Karena kelerlibalarmya pada

permasalahan masvarakat, mahasiswa mendapatkan

sterzotyphe sebagal agent of climige. Demo masyarakat
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akan kehilangan ruhnya tanpa kehadiran mahasiswa.
Demo masyarakal Puger terhadap PT Semen Imasco
vang pertama dilakukan i depan pabrik semen PT
Imasco Asiatic dilanjutkan demo ke dua di depan
Codung DPPRD Kabupaten Jomber, dan terus
dilapjutkan demo ke tiga  di depan Kantor Bupati
Kabupaten Jember. Berkat campur tangan mahasiswa
demo petani memiliki dava tarik tersendiri dan
berhasil menghadirkan media massa yang langsung,
memberitakannya. Pernberitaan media yang bertubi-
tubi lama kelamaan mampu meruhah permasalahaan
konflik petani dan PT Imasco Asiatic yvang pada
awalnya berupa  opini lama kelamaan berubah
menjadi issue politik yang menarik perhatian
angeota DPRD Kabupaten Jember dari Komisi B dan
C. Mereka kemudian menyelenggarakan rapat dengar
pendapat (RDP) dengam menghadirkan pihalk-pihalc
yany bertikai.

Rapat dengar  pendapat (RDI) ird
disclenggarakan pada  langgal 11 Marct  2020.
Masyarakal Desa Puger Welan vang lerdampale oleh
pengalihban saluran air diwakili oleh Nurdiyanto,
perwakilan I'T Imasco Asiatic diwalkili oleh Li Jin ret
20200 Li Jun lidak bisa berbahasa Indoncsia. Karcna
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ilu, Li Jun didampingi penerjemal. Melalui
penctjemah, Li Jun membert kelerangan scbagal
berikut:

“Kebijakan pabrik merubah saluran irigasi
dimaksudkan supaya tidak lagi melewati area
prival pabrik scemen  Sclain itu  sebelum
merubah arah saluran irigasi kami sudah
menghadap kepala Dinas Pekerjaan Umom
Bina Marga Jember dan kami suadah
mendapatkan rekomendasi. Saya kira surat
rekomendast int sudah cukap”.

Berdasar  keterangan Ti Jun  tampaknva PT
Imasﬁ Asiatic tidak paham bahwa surat rekomendasi
dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air (DPU BM SDA) bukan izin dari pemerintah
vang  memberi I-:FIF-hmwﬂ pada pabrik  unhik
merubah saluran irigasi. Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Sumbecr Dava Air (DU BM  S5DA)
memberikan keterangan bahwa  sorat rekomendasi
tersebut helum memiliki kekuatan hukum karena
masih  harus  mendapatkan  persetujuan  dari
wmc—rmlah provinsl, Derikut ini kelerangan dari
kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamargra dan
Sumber Daya Air yang mewakili pithak pemerintah

clacrah sebagai berikul:
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“PU lmasco Asiatic tdak purya izin dari
lemerintah Jawa Timor. Kalan dalam rapat
tadi Li Jun menvatekan sudah punya izin,
tidak benar itu. Sclelah  saya  telusuri
csebetulnya hanya rekomendasi dari Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
lember,  ahun 2018, Hekomendasi ind harus
ditindak lamjuti oleh IT Imasco Asiatic ke
Pemerintah Jawa Timuor, Hal tersebut karena

pengalihan alirann  sungai mcrupakan
kewendanran pemerintah propinsi. Karena b,
i ; Prof

kebijjakan pengaliban aliran sungai oleh PT
Imasco Asiatic ini harus dikembalikan seperti
semula”. (Wawancara, tanggal 11 Maret 2020

Keterangan Dinas Pekerjaan Umum B rmﬁﬁ ryra

Sumber Dava Alam didasarkan pada TI'T' No 77
Tahun 2001 tentang irigasi, khususnya pada pasal 34
avat 3 soal pengamanan juringaﬁigﬂﬁi. Sevara tepas
pada poin ketiga disebutkan jika dilarang mendirikan,
mengubah  ataupun  membongkar  bangunan-
bangunan lain vang berada di dalam, di atas, maupun
yHTIE melintasi saluran ir'if;dn-;i, kernal -;]i-rlgi-m iPaly
Pﬂmﬂrinrahéafﬂrah vang bersangkutan. Selain it
cdalam  PI" 20 tahun 2006 tentang Irigasi disebutkan
balvwa masvarakal petani memiliki hak  untul

merencanakan  dan mengambil  keputusan dalam
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segala kegialan vang berkailan dengan irigasi. Masal
85  menvebulkan  baliwa  pemerintah memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan dengran
mengikutsertakan maﬁrakat. Selain itu dalam U7
tahun 2004 lentang Sumber Daya Air masyarakal
berhak memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber
daya air. Berdasarkan peraturan perundangan ini
maka tindakan I'T Imasco Asiatic mengalihkan aliran
saluran irigasi menyalahi aturan perundangan yang,
berlaku. Meskipun pihak yang berwenang suadah
mengetahni iﬂl:ﬁrm.ﬂﬁn?ﬂl'ﬂnﬂ' kezalahan rekomendasi
vang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina
Marga dan Sumber Daya Air letapi tunlutan agar
saluran irigrasi dikembalikan seperti semula tidak juga
hisa dilaksanakan. T)i atas saluran irvigasi sudah
berdiri gedung milik perusahaan zemen 1'I' Imasco
Asiatic.  Berikut adalah gambar peta saluran irigasi
yanyg i atasnya  sidah dibangun gedung dan

bangunan.
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Cambar 8 Saluran irigasi bara (atas) vong telah dibelokkan
pabuik das saluren ivigas lame vang lurus ssanpal ke lahan
petani (bawahi
{Gurmber: Gongle Map, diambil pada tangeal 20 Desermber MY
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Gambar Y Seluran ingasi sebelum di atasnya dibangun gedung
milik P'T Imzeco Adiafic
{Surmber: Gongle Map, diambil pada fangeal 20 Desersber 2020

somentara ilu i luar forum rapal dengar
pendapat dengan DPRT) Kabupaten Jember, pihak PT
Imasco  Asiatic  telah menawarkan solusi bagi
masvarakal di Desa Puger Welan dan Puger Kulon.
Solusi yang disampaikan diserlai dengan konsesi
antara lain dengan membangun sumur bor di tojuh
belas (17) titik, melakukan normalisasi sekunder BI'U
1 sampai BPU 4; pembualan sabuk gunung dan
cmbung,  perawatan tanggul  jalan usaha tang

'F'H".lTI:I'}I]Hti':]T'I HHII]FH'I'I tersiper l]'i I'.]Ili-:] L]HHH} TNETTHATTIEYA Alr
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jika sawal kekeringar; membual 10 sumur dan
pompa; dan  memberi  insentif  kepada HIPPA.
Penawaran pihak PT Tmasco Asiatic telah membuat
masvarakat petani yvang mendiami desa Puger Wetan
cdan Puger Kulon torpecah menjadi dua. Kelompols
pertuma menelak  penawaran PT, Menurut
keteramran informan, hal vang menjadi pertimbangzan
masvarakat menurut keterangan informan sebagai
berilul:

“Upaya pembelokan irigasi tersebut ditentang
oleh masyarakat, karena apabila saluran irigasi
tersebut dibelokan, maka saluran irigasi akan
sangat rawan terbutup oleh tanah yang terbawa
oleh hujan. Hal ind akan mengancam 300 heklar
lahan pertanian vyang terdapat di wilayah
Puger  Kulon  dan Puger Wetan,  Untuk
menanggulangi hal terscbul, pihalk 'l lmasco
memang menawarkan kepada masyarakat
untuk pembangunan sumur bor di 17 htik,
namun apabila sumur bor tersebul benar-benar
dibangun  akan mengancam ekesistem  dan
penurunan  air tanah, sehingga masyarakat
disckilar gunung Sadcng akan  lerancam
kekeringan™.

Kelompok kedua, menyetujui penawaran pihak

1’1 Imasco Asiatic. Kelompok ini terdiri dari angzota
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yvang lergabung dalam  HIFPA, dan  Gabungan
Kelompok Pelani (Gapoklan) yang lahan sawalmya
tidak  mengalami kekeringan, Sikap kelompok
masvarakat yang menerima ini menarik karena
terlihat kurang loleran dengan pelani yang sawalmya
mengalami  kekeringan, Oleh korena itu peneliti
fT'IFIHlikHII W Wy ATIUA A l]i—"[li:'i"]f'l jrard ['.'i-‘ti"]fli VAT
setuju  ini. Salah seorang dari mereka memberi
penjelasan:

“Praktik selama ini air sebenarnya masih bisa
divsahakan., PFara pelani vyang mengalami
kekerincan selama ini membayar uanz Rp.
00,000 wntuk  membeli bensin una

menggerakkan mesin pompa dissel sehingga air
bisa mengalir lancer. Selain itn pihak pabrik
=emen  Imasco Asiahe memberikan konsens
vang bisa dimanfaatkan untuk mengusahakan
jumlah debet air. Pertimbangan lainnva toh
pendirian pabrik sodah disebupn ™.

Keterangan yanyg  disampaikan oleh =alah
seorang  perwakilan kelompok masvarakat vang
scluju  dengan pemindahan arah  saluran  irigasi
menunjukkan bahwa air yang dibutuhkan oleh para
petani khusus=nya yany berada di desa Puger Kulon

yvang selama ini mengalami kekeringan masih bisa
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cdivsahakan  ketersediaan dan  kelancarannya.
Berdasarkan pemikiran ind menurul kelompok vang
setuju hidak ada alasan bagt mereka untuk menalak,
Apalagi pendirian pabrik semen sendiri sudah
mendapatkan persclujuan dari pemcerintah.,  Sikap
kelompok masyarakat yang sctuju pemindahan arah
saluran irigasi ini membuat marah kelompok petani
vang tidak setuju sehingea memunculkan konflik
herisonlal. Berikul keterangan M:

"Sikap teman-teman  yang  setuju dengan
pengalihan arah  saluran  irigasi  ind
mengecewakan sava. Sebenarnya vang setuju
hanya ketua Gapoktan, anggotanya tetap tidak
sctuju pengalihan arah saluran irigasi. Masak
petani masih diminta vang untuk memompa
air, Ini kan memberatkan., (Meh karena tha kam
tetap berjuang karena jika diperhatikan lahan
sawah yang tidak mendapatkan air cukup
Illi"]H#.

Sikap angeota DPRD Kabupaten Jember tidak
terpengaruh  oleh  perpecahan masvarakat pasca
penawaran vang diberikan eleh Pl Imasce Asialic,
Pasca rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DFRD
Kabupaten Jember, para ammrola DPRD melakukan

peninjavan ke lokasi saluran irigasi yang menjadi
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sumber l:mn%. Pemerintah  Kabupaten Jember
diwakili olch Kepala Kepolisian Resor Jember AKDP

Aris Supriyantn bersama Ketua Komisi B Siswono dan
Eetua Komisi C David Handoko Seto. Iara peninjau
menvalksikan bahwa pihale I lmasco Asiatic masih
melakukan  pengerukan tanah dalam ranglka untuk
menigzubah <aluran irigasi.

Informan  berinisial 5 yang turut dalam
peninjavan memberikan kelerangan:

“PT Imasco Asiatic telah melanggar peraturan
pemerintah PP Mo 77 Tahun 2001 lentang
irigazi. Saluran irigasi tidak boleh dirubah
kecuali dengran ivin Pemerintah Daerah. Selain
itu P20 tahun 2006 tenlang  Irigasi
menhvebutkan bahwa masyarakat petani
memiliki hak  wuntuk  merencanakan dan
mengambil keputusan dalam scgala kegiatan
vang berkaitan dengan irigasi. Jadi apabila
bupati sudah memberikan am, PT Trmasceo
Asialic harus mendengarkan suara masyaralkal
jika ingin merubah arah saluran irigasi. Jika
masyarakat menolak va harus dikembalikan
scperli scrnula. Solusi ini diperkuat oleh Pasal
85 vang menyebutkan bahwa pemerintah
memiliki - kewenangan antuk melakukan
pengawasan dengan mengikulsertakan
masyarakat. Selanjutnya UU 7 tahun 2004
tentaniz Sumber Dava Air menyebutkan bahiwa

~ . ,
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masyarakal berhak memperoleh manfaat atas
pengelolaan sumber daya air. Oleh karena ihy,
pada hemat saya pihak yang berwenanglah
vang harus mencgus pihak 'l Imasco Asiatic”.

Berdasar pemaparan  di atas maka pil‘mlwmg
memiliki - kewenangan  menegur  adalah Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Dava Air
(D' BM SDA). Dinas ind @mudian mengirimkan
sural bernomor 610/195/35.09.3127 2020 lertanggal
19 Februari 2020 kepada pihak PT Imﬁcu Asiatic,
Tembusan surat tersebut  dikinmkan ke sejumlah
pihak terkait, diantaranva Kepala Balai Besar Wilavah
Sungai Drantas Surabaya, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum  Sumber Dava Air ProvipsiJawa Tonwur,
manpun F-fﬂlﬂ hakorwil ¥V Jember. Surat vang
dikirimkan oleh Dinas 'ekerjaan Umum Bina Marga
cdan Sumber Daya Air UDerdasar alturan ini maka
kebijakan permerintah Kabupaten Jember arahnya jelas
yakni memihak pada petani.

Semenlara itu meskipun pihak DPELD Kabupaten
]v:mbc-mmv:mahanﬁ bahwa tindakean pembcelokan
aliran saluran irigrasi yang dilakokan oleh PT Trmaseo
Asgiatic sudah melanggar hukum tetapi perkembangan

baru terkail dengan lkonscsi dari PI Imasco Asialic
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yvang diberikan kepada kelompok yvang setuju. Tetapi
sural lersebul tidak ditanggapi oleh pihak PT Imasco
Asiatic. Bahkan sikap pemerintah terlihat korang
serivs dalam  menvelesaikan masalah ini. DPetani

kembali berdemo pada tanggal 22 Seplember 2020,

4.3.3 Dinamika Aliran Palitik

Fada awal  para petani desa Poger Kulon dan
Puger Wetan berkonflik dengan pihak I'T Imasco
Asiatic, Bupali Kepala Dacrah Kabupalen Jember
hampir idak memberikan perhation,. Namun pada
saat  menjelany  Pilkada  Kabupaten  Jember
diselengoarakan, Bupati Kabupaten Jember mulai
memberikan  perhatian.  Bupati  menemui  para
pendemo yvang pada saat itu berdemo di depan kantor
Bupati di depan Alun-alun Kabupaten Jember. Pada
saat it Bupati membacakan pernvataan vang ditulis
dalam 51.&11 Neo., 032/1897/35.09.312/20 lerlanggal 19
Februari 2020, Surat tersebut menjelaskan antara lain
hahwa masa uji cobha T Imasco Asiatic sudah selesai
sejak tanggal 13 l'eB'uari 2020, Oleh karena itu pihak
T Imasco Asialic wajib menutup kembali alivan air
yang memngralic di saluran baru dan mengembalikan

kondisi saluran tersebut sebagaimana kondisi awal
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Sural tersebul juga ditembuskan ke sejumlah pihak
terkait, diantaranya Kepala Dbalai Besar Wilavah
Sungrai Brantas Surabaya, Kepala Thnas Pekeraan
Umum Sumber Dava Air Provinsi Jawa Timur,
maupun Kepala bakorwil V Jember.

Surat yang dilu:.*unglﬁl kepada PT  Imasco
Acsiatic menunjukkan bahwa bupati sudah mengambil
langkah antisipasi terhadap problem vang dihadapi
oleh masyarakat Puger. Hal ini juga menunjukkan
bahwa bupati sependapat dengan mahasiswa vang
membela petani di Poger untuk mendapatkan air
auna mengaliri sawahnya.

Kespon Bupali  Kabupaten  Jember  dalam
perspektf Kingdon (2013:160) terkait dengan “national
moed”. Kingdon menafsirkan aationa! miood =ebagai
situasi daerah vaitu berkenaan dengan pemilu kepala
dacrah. Bupali Jember dr. Faidha adalah salah scorang
calon  vany  sedang mencari simpati masyarakat,
Pembacaan pernvataan di hadapan para pendemo ada
kandungan malksud agar mendapatkan simpati dari
publilk.

Mamun yang tidak kalah pentingnya adalah
kekuatan publik dalam hal ini adalah para mahasiswa
MU dan masyarakal Puger vang lerkena dampak
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clari perubahan saluran irigasi. Kekualan mereka
mampu  menckan  bupali untuk  memasulkkan
penyelesaian konflik masyarakat  sebagal agenda
kebijakannya. Kehadiran bupati Kabupaten Jember
dalam demo mahasiswa di Alun-alun Kabupalen
Jumber ataw di depan Kantor Bupati  merupakan
bentuk dukunan bagi masyarakat Kecamatan Puger
vang sedang dilanda masalah.  Apalagi Bupati
Kabupalen Jember juga menvatakan  bahwa
@m&riﬂtah daerah  Kabupaten  Jember  akan
berkoordinasi dengan Pemerintah  Provinsi Jawa
Timur dan Pemerintah Pusat.

Beriluk  dukungan  pemerintah kepada
rT1H'-:}-'w-lk:-]|' Puger yang terdampak oleh perobahan
arah saluran irigasi vang dilal-:ukandllph T Semen
Imasco Asiatic dilakukan melalui teguran kepada
pihak perusahaan dan mendesak untuk pengembalian
saluran ke lokasi awal. Tetapi teguran dari Bupati ini
ditanzgeapi oleh pihak perusahaan dengan meminta
waktu untuk melakukan wji coba dari bangunan
saluran  irigasi yvang sudah  dibelokan arahnya
tersebut. Perminkaan FH—‘HI'—ZHhHHGiHi diijinkan oleh
Pemerintah Kabupaten Jember, uji coba ini sebagai

suatu syaral dan dilakukan saal musim hujan untuk
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mengetahui pengaruh pemindahan saluran terhadap
debil air di hilir. Namun wji coba saluran irigasi vang
dilaknkan  oleh pihak  perusahaan mengalami
kegagalan. Masvarakat petani yvang lahan sawahnya
berada di sekilar lokasi perusalaan 'L Semnmen Imasco
Asiatic mengulami kekeringan, Mercka bisa
fT'Il"'I'Il'.]i"]P."]ﬂ'{HI'I Alr l]l“flﬁr]l'l fT'IFIIF:'I]IT'IF'.‘lJ]kdf'I L1ATI
sebesar Rp. 300.000,- sebagai biaya membeli bahan
bakar gensel vang akan memompa air yang berada di
saluran irigasi yang telah dibelokkan arahnva tersebut
ke lahan mereka. Tetapi meskipun mereka telah
mengeluarkan uang air yang bisa dialirkan tidak
maksimal. Oleh karena itu, Dupati Kcepala Daecrah
Kabupaten  Jember  menyatakatan: “Tadi harus
dikembalikan duln seperti semula sebelum proszes
perizinan selesai. I'emindahan saluran irigasi itu
harus  sesuai  rekomendasi  eknis”.  DBerdasarkan
pernvataan bupati ini maka ijin perubahan saluran
irigasi hanya akan diberikan bila secara teknis
perubahan arah saluran irigasi ind tidak mengganggu
aliran air ke lﬁ.m sawall masyaralkal Puger. Namun
kenvataannya uji coba debit yang dialirkan dari hula,
yakni Dam Bedadung, seharusnya cukup sampai pada

titik sawalh lerendah seluas 2@ heklar. Tetapi
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kemvalaannya debil air vang bisa dialirkan tdak
sampai pada hilir dan tidak mln;upam:ngairi lahan
sawah masyarakat. Berdasarkan data hasil uji coba imi,
maka perizinan I'T. Imasco belum tuntas. Karena itu,
Bupati  Kepala  Dacrah l{.gu paten  Jember
memutuskan  akan melakokan keordinasi  dengan
semud pihak untuk penvelesaian masalah tersebut,
Kepala Dinas 'U Binamarga dan Sumber Daya
Adr Kabupaten Jember, menindak lanjuli kepulusn
Bupati  Jember dengan  melayangkan  surat
pemhberitahnan Mo, 032,/1047/35.09.312,/2020 kepada
I'T Imasco Asiatic yang isinya merupakan teguran
kepada 1"l Imasco Asiatic untuk menulup kembali
saluran irigasi barn dan mengembalikan kepada
ﬁI]THT‘I vang lama. Tetapi surat yang dilavangkan
oleh Kepala Dinas I'U Binamarga dan Sumber Daya
Alr Kabupalen Jember diabaikan oleh IP'T Imasco
Asiatic Masyarakat tampaknya jengah dengan sikap
I'T Semen Imasco yang tidak segera membongkar
bengunan saluran irigasi yvang sudah dinvatakan
pemerintah  sebagal melanggar hak  masyarakat.
FFIH}'H"!':;HI'I surat tersebut ll]i"]["'r'l.'i"]i l]["‘f'I:F'If'I F}["'I'I::'["'r'i"]-l'li"ll'l
dua alat berat dan personil personil dari Dinas U

Binamarga dan Sumbcr Daya Air. Alal- alat beral
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tersebul sedianva digunakan untuk pembongkaran
saluran irigasi namun fakla di lapangan menunjukkan
pembongkaran masih menunigrn kejelasan perijinan
I'T Imasco Asiatic.

Peristiwa  gagalnya  pembongkaran  saluran
rrigasi vang dibungun oleh PT Imasco Asiatic tentu
fT'Il"'I'IirIIlH]]l".Hf'I tHIH]H I.'i"]fl}ri'l- .r"n."T["'r'IiT.rll'.'H FTFITI.I'}H”!':;I.JTIHI'I
saluran irizasi dak dicegah sejak awal. Sebagaimana
dinvatakan oleh scorang aﬁula DPRLD dari Martai
Gerinddra, Siswone, bahwa [masce tidak punya §jin
dari Provingi Jatim, hanva dapat rekomendasi dari
Dinas P Bina Marga Jember tahun 2018
Rekomendasi ini agaknya yang membual 1 Imasco
Asiatic  bersikukuh  mempertahankan  bangunan
aurr-m irigasi  yang  arahnya telah  dibelokkan,
Rekomendasi dari Dinas I'U Bina Marga Kabupaten
Jember menjadi senjata bagi I'T Imasco Asiatic untuk

mempertahankan diri.

4.3.4 Erhu_ls:an}'n Jendela Kebijakan (Palicy Window)
49

Ketiga  aliran yaitu Aliran Masalah,  Aliran
Kebijakan dan Aliran Pelitilk bertemu karena adanya

suatu peluang vang dinamakan jendela kebijakan
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(Pelicy Window)., Peluang vang menjacdikan masalah
publik menjadi agenda kebijakan dalam kebijakan
Penyelesaian konflik antara masvarakat  petani
Fecamatan IMuger dan I'T Imasco Asiatic. Namun
terjadi juga dampalk yang cukup besar karcna sudah
menvangkut perckonomian dacrah Kecumatan Puger
apabila terjadi penutupan PT Imasco Asiatic. Pihak-
pihak vang berperan antara lain Temerintah
Kabupalen Jember bersama Instansi terkail khususnya
Dinas PU Binamarga, DPFED Kabupaten Jember, PT
Tmasen Asiatic dan masyarakat Kecamatan FPuger,
Pertemuan Hea aliran  (coupling  junciure) dengan
keterlibatan  poficy  ealreprencur  yaitu  Pemerinlah
Kabupaten Jember khususnya dibanto oleh PR
Kabupaten Jember, Dinas U7 Binamarsa dan Sumber
Daya Air dan masyarakat Kecamatan 'uger dalam
proses agenda kebijakan penyclesaian kontlik antara
masvarakat petani Puw dengman perusahaan semen
I'T Imasco Asolatic waitu aliran masalah (probiem
strean), aliran kebijakan ( pelicy stream), dan aliran
politile (political streamt) membahas persoalan alau
ma=dalah  yvang  terjadi akibat  penyalahyunaan
perizinan,  alternatif-alternatif  kebijakan  vang

digunakan untuk mengalasi masalah, situasi politik
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can opini publik vang berkembang di daerah dalam
rangla penvelesaian konflik antara masyarakat Puger
dan PT Tmasca Asiatic akibat dart dibelokannya
saluran irvicasi dari lokasi semila yvang berdampak
pada  sawah-sawah milik penduduk  mengalami

kesulitan mendapatlkan air,

4.3.5 Koalisi dan Negosiasi

Fase inil adalah fase yang menentukan, Konflilk
antara  masyarakat Puger dan pabrik semen PT
Imasco Asiatic  relatif sulit diatasi. Konflik yang
terjadi bukan karena masyarakal Puger menolalk
kehadiran pabrik semen PT Imasco Asiatic melainkan
karena pihak pabrik semen telah merubah saluran
irigasi vang sebelumnya bisa lurus langsung sampai
ke lahan sawah mercka., Mamun ketika bangunan
pabrik sermen PT Tmasco Asiatic berdiri,  saluran
irigasi ini dibelokkan arahnya aoleh pihak pabrik.
Aliran irigasi harus mengitari bangunan pabrik
terlebih dahulu  scbelum sampai ke lahan sawah
milik mereka. Ketika musim penghujan keadaan ini
tidak menjadi masalah. Karena lahan sawah

penduduk letap bisa mendapatkan air. Namun kelika
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musim kemarau aliran air tidak lancar, Oleh sebab
tlu, dengan dimediasi olch &lpﬂli Ecpala Dacrah
Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember, dan
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber
Daya Alam, masyarakal menuntul agar aliran irigasi
dikembalikan seperth semula, Tetapi meskipun pihalk
pemerintah sudah melayangkan surat teguran
sekaligus  perintah agar pihak pabrik semen I'T
Imasco Asialic mengembalikan aliran irigasi scpertd
semula, surat ini tidak mendapatkan respon. Pabrik
semen PT Imasco Asiatic cendering abai dengan
tuntutan penduduk.

Pihal pabarik scmen PI Imasco Asialic merasa
aman karena memegang rekomendasi dari Dinas PU
Bina  Marsa  Kabupaten  Jember.  Meskipun
rekomendasi sudah dinyatakan tidak kuat, tetapi I'l
Imasco Asiatic merasa rckomendasi tersebul sudah
tiddak  bermasalah, maka di atas  saluran  irigasi
tersebut didirikan bangunan pabrik. Permasalahan
masvarakat harus dicarikan jalan keluar, Olch karcna
ilu pihak perusahaan menawarkan solusi diserlat
deniran konsesi sebayail ganti rus bagl petani, antara
lain dengan membangun sumur bor di tujuh belas

(17) Litik, melakukan normalisasi sckunder BPU 1
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sampai BIU 4, pembualan sabuk gunung dan
cmbung; perawatan  langgul  jalan  wsaha  landg
pembuatan saluran tersier Jdi dua desa; memompa air
jika sawah kekeringan; membuat 10 sumur dan
pompa;, dan  memberi  insentit  kepada  HIFPA.
Penawaran pihak PT Imasco Asiatic telah membuat
ma=varakat petani  desa Poger Wetan dan Poger
Kulon terpecah menjadi dua. Kelompok pertama
menolak  penawaran FI' lmasco Asialic. Sisanya
menerima  penawaran  ini dengan pertimbangan
sesuai  dengan janji PT Tmasoe  Asiatic air yang
dibutuhkan oleh para petani khususnya yang berada
di desa Puger Kulon vang sclama ini mengalami
kekeringan masih bisa diosahakan ketersediaan dan
kelancarannya. Berdasarkan pemikiran ini maka
sebagian masyarakat telah berkompromi dengan
perusahaan semen T Imasco Asiatic dan mencrima
tavearan akan komns=ensi tlari perusahaan.
Pertimbangan  lainnya adalah  karena  pihak
ﬂ:rusahaﬂn sudah mendapatkan relkomendasi dari
Dmas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air. Berdasarkan rekomendasi ini perusahaan
mendirikan  bangunan di  atas  saluran  irigasi

Bangunan yang biayanya menghabiskan ratusan jula
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Hdak mungkin dihancurkan. Setelah beberapa lama
masvarakal yang menolak lama kelamaan mencrima
keputusan  tersebut  dengan terpaksa. Dalam fase
negosiasi dan kompromi ind ada beberapa pihak yang
berperan., Mercka oleh Kingdon discbul schagai poiicy

enirepra neur,

4.3.6 Peran Policy Eniveprencur

Dalam  proses  aggends  zefling  Kebijakan
Penyclesaian konllik antara  masyarakat dan PT
Tmasee Asiatic terdapat pihak- pihak yang dinamakan
policy entreprenewr (wirausaha kebijakan). Mereka
adalah berasal dari  aktor resmi maupun lidak resmi
namun vang mampu mempertemuokan ketiga aliran
ma=alah pnhlil-'. rlapat i.]i].'-i-;]ilr.;-in Ajrenta, '-.[-"-IIJ.i-I”Hi

berilkut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember

Keterlibatan - Pemerintah - Kabupaten  Jember,
DIED  Kabupaten Jember khususnva dibantu oleh
Dinas PU dan Bina Marga memiliki peran penting,
untuk  menyusun kebijakan untuk menvelesaikan
kanflik antara masyarakat dan T'T Tmasco  Asiatic

Secara  tekhnis, Demerintah Kabupaten Jember
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melakukan kajian  terhadap akar permasalahan
terjadinya konilik antara masvarakat dan PT Imasco
Asiatic. Salah satu upaya uyang dilakukan  antara
Pemerintah Kabupten Jember, dengan I'T Imasco
Asialic Schingga akhirnya muncul kebijakan untulk
menengahi permasalahan teradinya ku@l& antara
ma=varakat dan PT Tmasco  Asiatic. Pemerintah
FKabupaten Jember melalui Dinas "I Bina Marga
Ka bgalc—n Jember terscbul,

2. Dewan I'erwakilan Rakyvat Daerah (DI'RD)

Kabupaten Jember

Peran keterlibatan DI'RD Kabupaten Jember
cdalam  kebijaken  penyelesaion konflik  antara
masvarakat dan PT Imasco Asiatic  adalah sebagai
pihak VAN bersarma=-sama pemerintah
merekomendasikan agar saluran irigasi yvang telah
dibangun eoleh PFPI' Imasco Asiatic dikembalikan

sebagalmana aslinya,

3. PT lmasco Asialic

Berdasarkan pernyataan Bupati Kepala Dacrah
Kabupaten Jember, Pemerintah mengangiap pihak
perusahaan sehagal pihak vang, harus

bertanggungjawab atas munculnya protes
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masvarakal dan mahasiswa. Pl lmasco Asialic
diharapkan mampu menuntaskan masalah  baik
sesual vangg telah disarankan oleh Pemerintah Daerah
maupun hasil negosiasi. Hal tersebut tentunya akan
didapal dari hasil pertemuan kedua belah pihak yang
bertemu untul  mendapatkan solust serta upava-
upaya vang harus dilakukan sehinggra masyarakat

petani desa Puger tidak menderita kerugian.

4. Kelnmpok Mahaagiawa PMII

Peran  keterlibatan mahasiswa PMIT dalam
kebijakan penyelezaian pelanggaran adalah sebazai
pendamping gerkan demo yang dilakukan olch
masvarakat, Selain itu munculnya tokoh masyarakat
khususnva organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama
berperan dalam internal masvarakat vang
melakukan pressure kepada P Imasco Asiatic agar

MEEETA memenn bl tuntukan masyarakat.

5. Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA), Puger

Lembaga ini beranggolakan para petani vang
adda di Kecamatan Puger. Para petani vang menjadi
anggota HIPTA bermusvawarah untuk mengatur
penggunaan  air  irigasi. Selama kontlik antara

masvarakat dan perusahaan semen T Imasco Asiatic
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berlangsung, HIFPFA menjadi mediator.
6. DPemerintah Desa Puger Wetan dan Puger Kulon

Pemerintah desa Puger Wetan dan Miger Kulon
seharusnya memiliki peran dalam  penvelesaian
konflik antara peltani dan pabrik semen PT Imasco
Asiatic. Tl-‘gli selama kas=ns  konfhik  terjadi,
pemerintah deza DPuger Wetan dan Puger Kulon
tidalk memiliki peran. Karena sccara administraltil
pemerintahan,  kasus  tidak  berhubungun dengan

pemerintah desa.

7. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan

Sumberdaya Air

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan
Sumberdava Air memiliki peran stratesis dalam tata
kelola sumber dava air irigasi. Tetapi di Kabupaten
Jember, kewcnangannya  diabaikan  oleh  pabrik
semern PT Imasco Asiatic,. Kantor DPU BM SDA i
Kabupaten  Jember  tidak  bisa  mengendalikan
perilaku pabrik semen I'T Imasco Asiatic ketika
melakulkan penutupan kanal irigasi dan membangun

kanal ir‘ii_-;:-]'-:i baru.
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4.4 Pembahasan

Dalam proses perumusan kebijakan publik,
terutama paca lahap penelapan agenda, corientasi
aktor merupakan kunci utama }Hrlﬁurur MEWHATTIAI
arah kebijakan vang dihasilkan dan tindakan apa saja
yang akan diambil oleh aklor yang terlibal sesuai
peran masing-masing  dalam perumusan kebijakan
publik. eh karena itu kajian mengenai aktor dalam
perumusan kebijakan publik, terutama pada tahap
penclapan agenda menjadi penting karena beberapa
hal buril{.ut]} kajian  tentang  orientasi dan
kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses
perumuszan  kebijakan publik sebagai pemangku
kepentingan  (sfakefiolder), 2y adanva  perbedaan
tingkat tingkat tawar menawar (bargainmyg dan
latarbelakang snsial ekonomi masing-masing aktor
(Prasetyo, 2008: 115). 'erbedaan tingkat tawar
menawar ini salah satunya karena adanya perbedaan
kedudukan atau posisi aktor tersebut dalam proses
perumusan kebijakan publik, 3) akbtor merupakan
salah satu dari beberapa faktor kritis vang diterima
sccara umum yang mempengaruhi pengembangan
kebijakan selain institusi dan ide. Selain b, adanva

fakta bahwa struktur politik, ekonomi, dan sosial di
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sekilar aklor lersebul mempengaruhi ide, orienlasi,
dan perilakunya dalam pengembangan kebijakan.
(Hovwlett, dkl, 2009: 70).

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pemikiran
Kingdon (2013), Kingdon memasalahkan mengapa
suatu permasalahan pada akhirnya lebih menonjol
atau  diperhatikan dibandingkan dengan vang
lainnya, bagaimana dari banyak isu yvang beredar
alhirnva hanya sedikil yang masul dalam agenda
kebijakan atas keputusan presiden atau pembuat
keputisan  lainnya.  Selain it &]F]HHHHT‘I pula
mengenai penetapan agenda yang dipengaruhi oleh
cua faklor yaitu faktor peran partisipan (aktor) dan
faktar proses. Faktor peran aktor juga akan didukung;
oleh  pemikiran Howlett, dkk (2009). Keduanva
mejelaskan peran aktor dengan melihat posisi dan
besarnya  pewer dan pengaruh  dari  aklor-akior
tersebut. Sedangkan faktor proses dijelaskan melaloi
tiga aliran. Masing masing aktor akan saling
bE]i‘ﬂ'll.E‘t‘El%Lll‘lluli: membulka pelicy windows (jendela
kebijjakan) agar isu yang diangkalnya dapat menjadi
yang utama dalam agenda kebijakan. Kasus konflik
antara petani dan I'T Imasco membuktikan bahwa

kunci  penyclesaian tdalk sclamanya berada pada
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aklor pemerintah [Iju[_ﬁ Kabupalen Jember, anggola
DPED dan mitranya Dinas Pekerjaan Umum Bina
Margra dan Sumber Daya Alam) tetapi pada aktor di
lnar pemerintah. Jadi prediksi Kinadon (2013) bahwa
aklor pemcrintah dominan dalam menyelesaikan
konflik  masyarakat  tidak  terbulkti.  Penyelesaian
kanflik  antara petani dan PT  Imasco Asiatic
didalului cleh pendekatan vang dilakukan oleh
perwakilan FI' Imasco  Asialic kepada  ketua
Himpunan  Petani  Pengruna  Air (HIFPA).
Perwakilan PT Tmasco Asiatic menjelaskan bahwa
pabrik berusaha memberikan kompensasi sehingga
air mengalir ke seluruh lahon petani di desa Puger
Kulon dan Puger Wetan, Kingdon menyebut dua
aktor ini sebagai the enterenpreneur policy. Kehadiran
kedua aktor (fe entrepreunsr pohicy) telah membuka
jendela kebijakan (ivindow  pelicy)  yang mampu
mew ujudkan kebutuhan petani akan air. Meskipun
pada kenyvataannva kompensasi yang diberikan oleh
Il Imasco Asiatic tidak memberikan air sebanval
kelika saluran irigasi scbelumnya masih mengalir
dera<. Oleh karena ita, petani harus pandai-pandai
mengatur  pola bertaninyva. Ketika air melimpah

(musim penghujan) maka komodili vang ditanam
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adalah  padi vang memang membulubhkan air
banvak. MNamun pada lahan-lahan wvang sulil
mendapatkan air maka kamoditi yang ditanam vang:
tidak membutuhkan banyak air. Jadi meskipun aktor
crilrcupreuncr policy berhasil menvelesaikan kondlik
tetupl  penyelesaiunnya  tidal scpenuhnya seperti

yang dituntut oleh petani.
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Bab 5
KESIMPULAN

Penvelesaian kasus konflik antara PT Imasco
Asiatic dan masyarakat pani berada di tangan para
aktor. Aktor ini menurut Anderson (1979), Lindblom
(1980), Kingden (2013), maupun ]_Lﬁr dan Joscph
Stewsart, Jr (2000}  aktor terdiri dari dua kelompok,
vakni aktor resmi (inside of covernment) dan aktor
tidak resmi (oileide of governmeni). Penvelesaian kasus
konflik antara pelani dan 1 Lmasco Asialic melibatkan
aktor pemerintah (vang terdiri Bupati Kabupaten
Jember, aneeota DTPRD Kabupaten Jember, T BM
SDA), dan aktor non pemerintah vang terdird dari
mahasiswa, ketua Himpunan Pelani Pengguna Adr

(LIITTA). DIPRD berinisitif mempertemukan  petani
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cdan  perwakilan "' lmasco  Asialic  untuk
mendengarkan aﬁﬁ'asi pelani dan mendengarkan
alasan penutupan saluran irigast vang dilaknkan oleh
I'T Imasco Asiatic. Setelah  permasalahan  jelas,
perwakilan anggota DPRD dari Komisi € dan D
melihat - langsung kondist saluran irigast yang
dikatakan  perwakilan  petani telah menyebabkan
kekeringan pada 300 hektar lahan sawah di desa IMuger
Kulon dan scbagian di desa Puger Welan.  Hasil
peninjauan langsung para perwakilan Komisi © dan D
menjadi  agenda  pertimbangan dalam menyusun
kebijakan penyelesaian konflik antara petani dan T
Imasco Asiatic. Lembaga miba DPRD Kabupalten
Jember yang berkaitan langsung dengan penyelesaian
kasus kenflik antara petani dan T'T Tmasco  Asiatic
adalah DI'U BM SDA. Pihak DI'U BM SDA kemudian
melayangkan surat kepada PT Imasco Asiatic. Surat ini
sevard resmi Jupa dibacakan oleh Bupab Kabinpaten
Jember di hadapan petani vang berdemo di depan
kamtor Bupali. Tetapi surat indipun tidak diindahkan
oleh PT Imasco Asiatic. Perwalilan PT Imasco Asialic
ju=tru melakukan pendekatan (nerosiasi) dengan ket
HIPT'A. I'T Imasco Asiatic agaknya memahami bahwa

saluran irigasi vang lelah mercka tutup lergolong
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sebagai saluran irigasi lersier vang pengelolaannya
diatur oleh HIPTA. Karcnanya PT Lmasco Asialic
memberikan soluasi kompensasi tanpa harus
mengembalikan keberadaan saluran irizasi yang baru
namun  lahan pelani bisa mendapatkan air vang
dibutuhlkan. Apalagl lahan yang mengalami kekeringan
Jdi masa kemaran sebajrian besar berada di desa Puger
Fulon, Strategi pendekatan I'T Imasco Asiatic berhasil
mendapatkan dulungan ketua HIPPA dan schagian
besar petanl. Lama kelamaan solusi kompensast  yang
ditawarkan oleh PT Tmasco  Asiatic diterima  oleh
seluruh petani dan agenda kebijakan pemerintah yang
memberi  perintah kepada 'l lmasco  Asialic
mengembalikan saluran irigasi seperti semuala menjadi
tidak berlaku lagi. Tenomena ini menunjukkan hahwa
aktor pemerintah vang dalam teori Kingdon memiliki
otorilas dominan dalam menyelesaikan permasalahan
masvarakat kehilangan pengarah. Sebaliknya aktor di
lnar pemerintah dalam hal ini adalah perwakilan I'T
Imasco Asiatic dan ketua HIPPA berhasil meredam

luntutan masvarakal.
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MONOGRAF

MENGAPA AGENDA
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DIABAIKAN

STUDI KONFLIK PT IMASCO ASIATIC
DENGAN PETANI DI KABUPATEN JEMBER

onogral ini berjudul Mengapa Agenda Kebijakan Pemerintah Diabaikan:

Studi Konflik I'T' Imasco Asiatic dan Petani  di Kabupaten Jember™.

Monagraf ini merupakan versi ke dua dari hasil penelitian vang terkait
dengar konilik pelani di Kecamalan Puger Jember dengan TT Tnaseo Asialic vang
telah menutup saluran irigasi selama L'u:rt'uh an-tahur menjadi sumber air bagi lahan
mereka. T Imasco Asiatic telah membuat saluran irigasi baru tetapialiran air tidak
mencapai lahan petani secara langsung, sehingpa  menimbulan kekeringan pada
300 hektar lahan petani. Dalam monograf data vang diperoleh melalui hasil
wawancara dianalisis menggunakan met mh dn*.]mpt f -;u.ﬂll'rlf .-i*.']n:'lgl-u'.n data
fisik di konfirmeasi densan melode GI5 Monogral ini Ielah membantah lemoan
Eingdon (2008, 2013) yvang menyatakan 1*h-.-.¢ .1._,a.m a kebdjakan per mrmmh
memiliki peran penting dalam memberi  solusi bagi per masalahan ma svarakat.

T ol I..I II I. 1 I\II 1l .I'l III I III ddll et ||.|-I Ikl LN S III ulllln. 1 I:. II 100D Inin IH.I:-,I Ir |r|I_,
agenda kebijakan pemerintah tddak memiliki kebuatan dalam mempressure FT
Imasco Asiatic. PT Imasco Asiatic justro mencar solusi baru melalui negosiasi dan

memiber kompensas dengan memboat saluran baro juga melakokan pendekatan
kepada aktor non pemerintah (letua Himpunan Petand Pengguna Adr) dan memberi
kompenszasi tambahan beropa pompa diesel, surmur bor dan dana untuk membeli
bahian bakar, Apenda kebiakan pemerintah tudak efektf ketika masyarakat tidak
bersatu (lemah).
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